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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI
4.1.1 Letak Geografis

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang
letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan
wilayah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Kota ini terbentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Letak astronomi Kota Lubuklinggau
berada antara 102°40° 00" — 103° 0’ 00” Bujur Timur (BT).dan 3°4’ 10” - 3°22
30” Lintang Selatan (LS). Luaswilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang
No. 7 tahun 2001 adalah 401,50 Km” atau 40.150.Ha dan berada pada ketinggian
129 meter di atas permukaan laut. Secara geografi, Kota Lubuklinggau memiliki

posisi strategis pada jalur transportasi lintas Sumatera.

Batas wilayah Kota Lubuklinggau adalah:

Sebelah utara berbatasan dengan  Kecamatan BKL. Ulu

Terawas, Kabupaten Musi Rawas

* Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

» Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti

Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengkulu

» Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu
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4.1.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil

Secara umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan
pemerintah Kota Lubuklinggau dibedakan menjadi tiga kelompok besar unit
kerja, vaitu (i) Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, (ii) Dinas-dinas, dan
(i) Badan-badan, Inspektorat, dan Kantor-kantor. Di lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau terdapat 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 15 dinas,
5 badan, 1 inspektorat, dan 15 kantor. Pada tahun 2013 jumlah Pegawai Negen
Sipil Non Guru sebanyak 2.813 orang. Jumlah pejabat struktural menurut eselon
di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut: Eselon 11
sebanyak 25 orang, Eselon III 108 orang, dan Eselon IV 345 orang. Komposisi
PNS Non Guru menurut golongan ruang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Golongan [V sebanyak 196 orang, Golongan III 1.674 orang, Golongan II 894

orang, dan Golongan I 49 orang.

Gambar 4.1 Komposisi PNS Non Guru Menunist Golongan Ruang, 2013

Golli; 2,09 Gol IV 8,58

Gol il; 340,72

Gol il1; 58,61
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] Gambar 4.2 Pusat Pemerintah, Jumlah Desa, Kelurahan, dan Rt Menurut
Kecamatan di Kota Lubukiinggau, 2013

Pusat
Kecamatan/ Pemerintahan/ Desa/ Kelurahan/  RTiNeigh-
District Centralof Distict  Vilages Ward bowthood
Govemment
() {2) 3 4 {5)
01.  Lubuklinggau Barat] Kayu Ara - 11 82
02. Lubuklinggau Barat i Ulak Lebar - 8 58
03. Lubuklinggau Selatan i Perumnas Rahma - 7 50
04. Lubuklinggau Selatan i Marga Rahayy - 9 60
05. Lubukiinggau Timur| Air Kufi = 8 56
06. Lubuklinggau Timur li Mesat Seni - ] 78
07. Lubuklinggau Uara Petanang llir - 10 58
08. Lubuklinggau Utara |i Batu Urip - 10 7
Jumiah/Total 2013 - 72 513
2011 - 72 513
2014 - 72 513

Sumber : Bagian Adminsirasi Pemerintahan Umm Selretariat Daerah Kota Luboidnggau
Source | Government Department of Regional Secretariat of Lubuklinggau City

4.2 Profil Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggaa

Ditinjau dari aspek historis scjarah Pemerintah Kota Lubuklinggau
merupakan Daerah Otonomi yang terbentuk pada tahun 2001, sebagai
konsekuensi dan pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau

berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin
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baik kepada masyarakat, tuntutan untuk memberikan pelayanan tersebut
merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan/ditunda lagi, karena tugas dan
fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan adalah melayani
masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya pelayanan perizinan, Pemernntah Kota Lubuklinggau dimulai sejak
tahun 2004 membentuk Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMPTAP), namun
pelayanan disini masih dirasakan kurang memuaskan masyarkat hal ini
disebabkan karena masih belum adanya kepastian waktu penyelesaian perizinan,
masih tersebarnya perizinan dibanyak instansi dan biaya pengurusan izin terlalu
mahal.

Menyadari akan tuntutan masyarat.dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), akhimya dengan. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03
Tahun 2008 tentang Susunan-Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah berdirilah Kantor Pelayanan Perizinan yang terbentuk pada tanggal 6
Januari 2009. Terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan adalah upaya untuk
mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan
Publik dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Adapun prinsip-prinsip
dasar Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Hanya ada satu tempat yang dituju oleh masyarakat ketika memerlukan

pelayanan perizinan

2. Pengelolaan perizinan dari tahap penerimaan permohonan sampai dengan

penandatanganan serta pendokumentasian ada dalam satu instansi.

3. Dalam menjalankan kegiatannya PTSP berkordinasi dengan SKPD
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a. Teknis (terutama untuk izin-izin dengan eksternalitas tinggi)
melalu
b. pembentukan Tim Teknis
4. PTSP menfasilitasi SKPD (pusat data dan informasi) dalam pengelolaan
kebijakan perizinan
5. Masyarakat/pemohon hanya datang 2 kali dan ada pemisahan fungsi Front
Office dan Back Office
6. PTSP tidak di bebani PAD dan tidak melakukan transaksi pembayaran
(melalui bank atau kas daerah langsung)
7. Ada transparansi prosedur, persyaratan, biaya dan ketentuan lainnya dan
tersedia mekanisme pengaduan
8. Berorientasi kepada pelayanan prima

9. PTSP menjadi fasilitaior dalam pelaksanaan perizinan

Untuk mewujudkan -prinsip-prinsip dari PTSP tersebut diatas, salah satu
langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau dengan menerbitkan
Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau berjumlah 12 jenis perizinan, dan penambahan perizinan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin
Usaha Sarang Burung Walet, sehingga menjadi 13 macam jenis izin yaitu :

a. [zin Gangguan (HO)

b. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
¢. Izin Usaha Industri (1U])

d. Izin Tempat Usaha (ITU)
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e. lzin Reklame

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

g. lzin Usaha Kepariwisataan Hotel (IUK-Hotel)

h. Izin Usaha Keparniwisataan Rumah Makan (IUK-RM)

1. lzin Usaha Kepariwisataan Rekreasi dan Hiburan Umum
J. lzin Tempat Penyimpanan Barang

k. Tanda Daftar Gudang

. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

m. Izin Usaha Sarang Burung Walet

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;

2. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan
kepada KantorPeiayanan Perizinan Kota Lubuklinggau;

3. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pendoman Pelayana Umum di Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau;

4. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan;

5. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Kota

Lubuklinggau;
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6. Keputusan Walikota Lubuklinggau No 169/KPTS/KPP/2008 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau;

7. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 170/KPTS/KPP/2008 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Izin dari Dinas Instansi

Pengelola kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.

Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok
Memberikan pelayanan perizinan secara terpadu sesuat dengan-kewenangannya.
Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan ;
2. Pemberian pelayanan dan perizinan sesuaj dengan kewenangannya;
3. Pelaksanaan validasi, legalisasi, dan otorisasi pelayanan perizinan sesuai
dengan kewenangannya;
4. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan pubilik;
5. Pengembangan sistem pelayanan publik; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Walikota sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.
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Struktur Organisasi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Kantor

Kelompok Jabatan Subbagian Tata
Fungsional tsaha
Seksi Seksi Pengolahan Data Seksi
Pelayanan dan Pemeriksaan Pemrosesan

" Gambar 4.3 Struktur Organisasi (Sumber Papan Struktur Organisasi)

Sarana Dan Prasarana

Tabel 4.1 sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau

Il Gedung Kantor dan Papan Nama Ada
2 ][Ruang Rapat |Ada
E—]E{uang Tunggu J\Ada
LFront Office lAda

W | I | S

15 ”Loket-loket {pendaftaran, penerbitan, pengaduvan) J,Ada
E__“Ruang Back Office [lAda

E “Perangkat Komputer JlAda

|8 |[SPIPISE Il |
9 |Telp/fax lAda

10 _|[Kotak Saran JlAda
TG llAda

[I 2 {[Toilet [lAda

m Kendaraan Dinas lAda _

(14 |[Area Parkir lada ]
15 |[Tempat Sampah JIAda |
116 |[Papan Informasi |[Ada

17 |Bookiet Ada

35

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41824.pdf

18 [llleaflet Ada
I 19 ”Brosur JIAda ]
20 ”ﬁuang Display “Ada

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana (sumber Profil Kantor Perizinan)
4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin
Ganguan di Kota Lubuklinggau
Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terhadap implementasi
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang lzin Gangguan di Kota
Lubuklinggau, dimana implementasi kebijakan tersebut terdiri -dari 3 (tiga)
dimensi sesuai dengan teori implementasi menurut Ripley and Franklin, yaitu:
1. Tingkat kepatuhan (compliance)
2. Rutinitas fungsi (Smoothly function routines)
3. Kinerja (desired performance} dan dampak (impact)
Ketiga dimensi tersebut kemudian memiliki indicater-indikator yang dapat

dijadikan ukuran untuk kemudian diteliti.

1. Tingkat kepatuhan (compliance)
a. Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecendrungan
masyasarkat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).
b. Banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang
ditimbulkan akibat tidak man membuat izin gangguan.
c. Keengganan para pelaku usaha untuk mengeluarkan uvang utnuk
membayar retribust.
2. Rutinitas fungsi (Smoothly function routines)
a. Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan
syarat teknis yang harus dipatuhi.
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b. Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh
tim teknis.

c. Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis
yang harusnya ada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada
anggota tim teknis yang mau untuk menetap di Kantor Pelayanan
Perizinan.

3. Kinerja (desired performance)} dan dampak (impact)

a. Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan
izin tempat usaha.

b. Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk
tidak membuat izin gangguan (HO).

¢. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten.

43.1 Tingkat Kepatuhan (compliance)

Menurut Ripley dalam ~Alfatih (2010:55), paling tidak terdapat dua
kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang
berpengaruh teiapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak
didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi
bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan
yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.
Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama
lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya raktor
eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kineja agen administratif.
Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang

juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang
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mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan
pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat
ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi
ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor
mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan {2) kemampuan implementor
melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi
pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

a) Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecendrungan

masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).

Pelaksanaan kebijakan implementasi ini . tidak’ terlepas dari faktor
pemberitahuan kepada masyarakat, dalam hal ini yang menjadi dasar
pemberitahuan langsung kepada masyarakat ialah dengan sosialisasi. Sosialisasi
sangatlah berperan penting untuk (terciptanya pelaksanaan implementasi ini
terutama mengenal izin gangguan (HO) yang didalamnya terdapat retribusi
scbagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapat beberapa informan terhadap sosialisasi tentang akta kematian
hampir semuanya sama, yaitu sudah dilaksanakan tetapi seperti kurang tepat

sasaran. Berikut adalah tabel pertanvaan kepada beberapa informan :
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hasil wawancara dengan informan terkait sosialisasi yang kurang tepat
sasaran, mengakibatkan kecendenrungan masyarakat utnuk tidak membuat

izin gangguan (HO).
Indikator Deskriptor Tanggapan
Sosialisasi yang kurang 1. Pernahkah 1. Sosialisasi sudah

tepat sasaran,
mengakibatkan
kecendrungan masyarakat
untuk tidak membuat izin
gangguan {HO).

diadakannya sosialisasi
tentang perizinan oleh
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubukiinggau?

pernah dilaksanakan di
settap kecamatan di Kota
Lubuklinggau, terakhir
dilaksanakan kalau tidak
salah sekitar tahun 2013.

2. Berapakah undangan
dalam setiap sosialisasi
dan siapa
narasumbernya?

2. Pada waktu itu pihak
kami (Kantor Pelayanan
Perizinan) mengundang
sekitar 40 orang yang
pesertanya di pilih oleh
pihak kecamatan,
mengenai narasumber,
kami mengambil
narasumber lokal yaitu
dari dalam kantor kita
sendiri yaitu Kasi
perbagian dan saat itu
yang membuka acara itu
Saya sebagai Kepala
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau.

——

3. Menurut Bapak,
apakah sosialisasi yang
pernah dilakukan telah
tepat sasaran schingga
para pelaku usaha
mengetahui serta
memahami tentang
perizinan terutama izin

3. Kalau menurut saya,
sosialisasi yang
dilakukan hanya sebatas
menyelesaikan kegiatan
yang diadakan di kantor
kami, karena hanya
mengundang kalangan
masyarakat biasa, bukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

gangguan (HO) ? dan kalangan pengusaha /
pelaku usaha.

4. Bagaiamana dengan Pada saat sosialisasi

jumlah peserta yang hadir | kemarin, jumlah peserta

pada saat sosialisasi, di setiap kecamatan

apakah sudah sesuai terbilang cukup, karena

dengan harapan? dapat dilihat dari absen
yang ditanda tangani ada
yang lebih dari 40 orang |
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dan ada juga yang hampir
mendekati 40 orang.

5. Apa saja yang dibahas
pada saat sosialisasi
tersebut?

5. Pada saat sosialisasi,
para peserta diberikan
map plastik yang
bentuknya seperti tas dan
isinya, pena serta bahan
sosialisasi yang berisikan
dasar-dasar pembentukan
Kantor, Perda yang
digunakan serta
penjelasan tentang izin-
izin yang ada di Kantor
Karni.

Sumber: data primer {diolah) 2015

Wawancara yang saya lakukan dimulai dari Kepala Kantor Pelayanan

Perizinan Kota Lubuklinggau tahun 2014 Yang méngatakan :

“Sosialisasi sudah pernah dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota
Lubuklinggau, terakhir dilaksanakan kalau tidak salah sekitar tahun 2013.”
(wawancara, 13 April 2015)

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pelayanan untuk

menanyakan tentang pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai berikut:

“Pada.waktu itu pihak kami (Kantor Pelayanan Perizinan) mengundang
sekitar 40 orang yang pesertanya di pilih oleh pihak kecamatan, mengenai
narasumber, kami mengambil narasumber lokal yaitu dari dalam kantor kita
sendiri yaitu Kasi perbagian dan saat itu yang membuka acara pada itu
adalah Camat yang memegang wilayah tempat sosialisasi.”

(wawancara, 13 April 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti

melanjutkan wawancara kepada Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan yang ikut

dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut dengan hasilnya, yaitu:

“Kalau menurut

saya,

sosialisasi

yang dilakukan hanya sebatas

menyelesaikan kegiatan yang diadakan di kantor kami, karena hanya
mengundang kalangan masyarakat biasa, bukan dari kalangan pengusaha /

pelaku usaha.”

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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(wawancara, 13 April 2013)

Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang sosisalisasi ini maka
peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Staf Seksi Pemrosesan dengan
hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada saat sosialisasi kemarin, jumlah peserta di setiap kecamatan terbilang

cukup, karena dapat dilihat dari absen yang ditanda tangani ada yang lebih

dari 40 orang dan ada juga yang hampir mendekati 40 orang. ”

{wawancara, 20 April 2015)

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf yang

ada dibidang pelayanan berikut hasil wawancaranya:

“Pada saat sosialisasi, para peserta diberikan map plastik yang bentuknya
seperti tas dan isinya, pena serta bahan sosialisasi yang berisikan dasar-
dasar pembentukan Kantor, Perda yang digunakan serta penjelasan tentang
izin-izin yang ada di Kantor Kami.
fwawancara, 20 April 20135)

2

-
-—

Gambar .4 Tas Plik Sosialisasi Tah 2013

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses
pelaksanaan sosialisasi mengenai izin gangguan sudah dilaksanakan. Dalam
pelaksanaan sosialisasi tersebut para informan juga memberikan informasi bahwa
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pelaksanaannya menyeluruh tentang perizinan tidak terfokus pada izin gangguan
(HO) dan yang mengikuti sosialisasi itu kebanyakan hanya masyarakat biasa
bukan dari kalangan pelaku usaha yang memang seharusnya mendapatkan
informasi yang dihasilkan oleh kegiatan sosialisasi perizinan tersebut. Ini
menunjukan bahwa indikasi pelaku usaha untuk mengetahui secara jelas
mengenai izin gangguan (HO) sangat lah minim karena tidak mengenai secara
langsung kepada pelaku usaha.

Tentang sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecendrungan
masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO). Menurut teori ahmadi
(1991) :

1. Proses sosialisasi adalali proses belgjar. Yaitu suatu proses
akomodasi di mana individu menahan, mengubah impulsimpuls
dalam dirinya lalu diikuti oleh upaya pewarisan cara hidup atau
kebudayaan masvarakatnva.

Dalam proses sosiabisasi itu individu mempelajari kebiasaan.
sikap, ide-ide. nilai-nilai dan tingkah laku dalam masyarakat di
mana ia hidup, dan.

Semua sikap dan kecakapan vang dipelajari dalam proses
sosialisasi’ itu disusun dan dikembangkan secara sistematis

dalam pribadinya.
Jika melihat teori diatas dan membandingkan dengan apa yang peneliti tulis

()

Ll

maka sosialisasi tersebut sudah dapat dikatakan berhasil tetapi memiliki
kekurangan dimana sosialisasi tersebut tidak terfokus kepada izin gangguan (HO)
dan yang mengikuti sosialisasi tersebut tidak tepat sasaran, karena yang di undang
adalah masyarakat biasa bukan pelaku usaha yang dirasa lebih mengena jika di
undang.

b) Banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan

yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.
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Banyaknya pelaku usaha yang tidak mau dikenakan izin gangguan membuat

Pemerintah sulit mengendalikan gangguan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

dikarenakan tidak terdaftarnya nama pelaku usaha di Kantor Pelayanan Perizinan

Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.3

hasil wawancara dengan informan terkait banyak usaha yang tidak dapat
diawasi dan dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau

membuat izin gangguan.

Indikator Deskriptor Tanggapan
Banyak usaha yang tidak | 1. Apakah benar kalau di | 1. Sepanjang
dapat diawasi dan Kota Lubuklinggau ini pengetahuan saya, masih
dikendalikan gangguan masth banyak usaha yang | banyak pelaku usaha di
yang ditimbulkan akibat | tidak memiliki izin Kota Lubukiinggau ini
tidak mau membuat izin | gangguan? yang belum memiliki

gangguan.

Surat Izin Tempat Usaha,
apalagi izin gangguan.

2. Kira-Kira, di daerah
bagian mana di Kota

2. Kami pemah
mendapatkan informast

Lubuklinggauyang dari pihak Kelurahan
pelaku usahanya belum Simpang Periuk, bahwa
memiliki'izin gangguan? | di daerah mereka banyak
usaha yang belum
memilki izin gangguan.
3. Apa penyebab usaha 3. Kami dari pihak
Bapak tidak memiliki izin | pengusaha mengikuti
gangguan? tradisi lama, pada saat

pembuatan izin pertama
kali toko sembako saya,
saya tidak diminta untuk
membuat izin gangguan,
schingga pada saat
perpanjangan izin, saya
tidak mau membuat izin
gangguan.

4. Jenis usaha apa saja
yang biasanya
menimbulkan gangguan,
tetapi tidak memiliki izin
gangguan?

4. Yang banyak kami
temui dibidang pelayanan
ini, hampir semua toko
bangunan jika di arahkan
untuk membuat izin
gangguan, mereka tidak
mau dikarenakan dulunya
mereka membuat izin
tidak dikenakan izin
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gangguan.
5. Bagaimana cara pihak | 5. Para pelaku usaha
perizinan mengawasi dan | dapat diawasi dan
mengendalikan gangguan | dikendalikan gangguan

yang ditimbulkan oleh tersebut setiap tahunnya

para pelaku nsaha? pada saat pelaku usaha
meregistrasi izin
gangguan (HO) mereka

dengan membayar 50%
dan ketetapan bayar
retribusi izin gangguan.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada hari yang sama tanggal 20 April 2015 saya juga mewawancarai
informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti ‘butuhkan dalam
penelitian ini kembali Kepala Kantor Pelayanan [Perizinan Kota Lubuklinggau
mengatakan :

“Sepanjang pengetahuan saya, masih banvak pelaku usaha di Kota
Lubuklinggau ini yang belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha, apalagi izin

gangguan.”

{wawancara, 20 April 2015)

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Pemeriksaan untuk menanyakan tentang banyaknya usaha yang tidak dapat
diawasi dap dikendalikan gangguan yang di timbulkannya akibat tidak mau

membuat izin gangguan sebagai berikut:

“Kami pernah mendapatkan informasi dari pihak Kelurahan Simpang
Periuk, bahwa di daerah mereka banyak usaha yang belum memilki izin

gangguan..”
fwawancara, 20 April 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti
melanjutkan wawancara kepada pelaku usaha Toko sembako yang tidak mau

membuat izin gangguan, yaitu:
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“Kami dari pihak pengusaha mengikuti tradisi lama, pada saal pembuatan

izin pertama kali toko sembako saya, saya tidak diminta untuk membuat izin

gangguan, sehingga pada saat perpanjangan izin, saya tidak mau membuat

izin gangguan.”

(wawancara, 20 April 2015)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan
wawancara dengan staf pelayanan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang banyak kami temui dibidang pelayanan ini, hampir semua toko

bangunan jika di arahkan untuk membuat izin gangguan, mereka tidak mau

dikarenakan dulunya mereka membuat izin tidak dikenakan izin gangguan.

(wawancara, 20 April 2015)

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf
Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

“Para pelaku usaha dapat diawasi dan dikendalikan gangguan tersebut

setiap tahunnya pada saat pelaku usaha meregistrasi izin gangguan (HO)
mereka dengan membayar 50% dari ketetapan bayar retribusi izin

gangguan.”
(wawancara, 20 April 2015)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses
banyaknya usaha yang tidak dapat dikendalikan gangguan yang ditimbulkan
akibat tidak mau membuat izin gangguan. Ini menunjukan bahwa indikasi pelaku
usaha yang tidak mau membuat izin gangguan (HQ) masih sangat banyak dan
masih mempertahankan tradisi yang lama seperti toko bangunan yang dulu saat
pembuatan izin, mereka tidak dikenakan retribusi izin gangguan.

Menurut dimensi ke-2 (dua) banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan
dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin
gangguan. Menurut teori Siagian sebagai berikut :

“pengawasan  merupakan  keseluruhan upaya pengamatan
pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai
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kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan
sebelumnya’ (Siagian, 2001:258).

Menurut teori diatas maka peneliti meyimpulkan bahwa pengawasan tentang
izin gangguan (HO) int belum berhasil karena belum sesuai dengan rencana vang
ditetapkan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau sebelumnya.
¢) Keengganan para pelaku usaha mengeluarkan wang untuk membayar

retribusi izin gangguan (HO).

Banyaknya pelaku usaha yang tidak mau mengeluarkan uang untuk
pembayaran retribusi izin gangguan membuat Pemerintah kurang bisa
memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi izin gangguan di
Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.4

basil wawancara dengan informan terkait keengganan para pelaku usaha
mengeluarkan vang untuk membayar retribusi izin gangguan.

Indikator Deskriptor Tanggapan ]
Keengganan para pelaku | 1. Pelaku usaha yang 1. Hampir seluruh pelaku
usaha mengeluarkan uang | seperti apa yang biasanya | usaha enggan
untuk membayar retribusi_| enggan mengeluarkan mengeluarkan uang untuk
1zin gangguan. uang untuk membayar pembayaran retribusi izin

retribusi izin gangguan? | gangguan.

2. Adakah pelaku usaha | 2. Mungkin ada 1 (satu)
yang mau (sadar hukum) | atau 2 (dua) orang pelaku
dan tanpa paksaan usaha yang benar- benar
membuat izin gangguan | sadar hukum untuk

serta membayar retribusi | mematuhi peraturan-

1Zin gangguan? peraturan Pemerintah
yang berlaku di Kota
Lubuklinggau, tapi
kebanyakan pelaku usaha
yang mau membuat izin
gangguan dikarenakan
ingin melakukan
peminjaman modal usaha
di bank dengan
persyaratan telah
memiliki usaha yang
legal dan diakui oleh
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Pemerintah setempat.

3. Faktor apa saja yang
membuat para pelaku
usaha enggan membayar
retribusi izin gangguan
(HO).

3. Sangat jelas faktor
yang membuat
keengganan para pelaku
usaha untuk membayar
retribusi 1zin gangguan,
alasan utama yang
dikeluhkan pelaku usaha
adalah mahalnya retribusi
yang akan di bayarkan
sementara usahanya baru
di rintis atau dimulai,
pelaku usaha lama
mempertahankan tradisi
seperti contoh toko
bangunan yang tidak
pernah dikenakan izin
gangguan..pada saat
perpanjangan izin..pelaku
usaha tidak mau
dikenakan retribusi izin
gangguan dikarenakan
selama ini tidak pernah
bayar retribust izin
gangguan.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 22 Apnl 2015 saya kembali mewawancaral informan untuk

mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang saya lakukan saat ini.

Sekarang saya. akan langsung mewawancarai bendahara penerimaan Kantor

Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau mengatakan :

“Hampir seluruh pelaku wusaha enggan mengeluarkan wuang untuk
pembayaran retribusi izin gangguan. Ini dapat di lihat dari laporan tahunan
perbandingan banyaknya izin usaha dan izin gangguan’”

(wawancara, 22 April 2015)
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Gambar 4.5 Laporan Bulanan Kantor Pelayanan Perizinan
Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pemrosesan untuk
menanyakan tentang keengganan para pelaku usaha mengeluarkan vang untuk

membayar retribusi izin gangguan sebagai berikut:

“Mungkin ada 1 (satu) atau 2 (dua} orang pelaku usaha yang benar- benar
sadar hukum untuk mematuhi peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku
di Kota Lubuklinggay, tapi kebanyakan pelaku usaha yang mau membuat izin
gangguan dikarenakan ingin melakukan peminjaman modal usaha di bank
dengan. persyaratan telah memiliki usaha yang legal dan diakui oleh
Pemerintah setempat.”

{wawancara, 22 April 2015}

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti
melanjutkan wawancara kepada staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan terkait
keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk pembayaran retribusi
izin gangguan, yaitu:

“Sangat jelas faktor yang membuat keengganan para pelaku usaha untuk

membayar retribusi izin gangguan, alasan utama yang dikeluhkan pelaku

usaha adalah mahalnya retribusi yang akan di bayarkan sementara
usahanya baru di rintis atau dimulai, pelaku usaha lama mempertahankan
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tradisi seperti contoh toko bangunan yang tidak pernah dikenakan izin

gangguan..pada saat perpanjangan izin..pelaku usaha tidak mau dikenakan

retribusi izin gangguan dikarenakan selama ini tidak pernah bayar retribusi
izin gangguan.”

{wawancara, 22 April 20135)

Dari hasil wawancara dengan 3 (tiga) informan di atas dalam proses
keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin
gangguan. Ini menunjukan bahwa indikasi keengganan para pelaku usaha
mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan masih tergantung
dengan manfaat yang mereka dapatkan seperti syarat peminjaman modal di bank,
jika tidak ada kepentingan maka pelaku usaha lebih. memilih untuk tidak
membuat izin gangguan.

Menurut dimensi ke-3 (tiga) keengganan para pelaku usaha mengeluarkan
uang untuk membayar retribusi izin gangguan (HO). Menurut (Zaqeus:2008)
sebagai berikut :

“Rasa malas_ ‘diartikan sebagai keengganan seseorang untuk
melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan.
Masuk dalam keluarga besar rasa malas adalah menolak tugas, tidak
disiplin, tidak tekun, rasa sungkan, suka menunda sesuatu,
mengalihkan diri dani kewajiban,dll. Pendapat lain menyebutkan
bahwa malas juga merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang
merugikan.”

Menurut teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa keengganan para
pelaku usaha untuk membayar retribusi izin gangguan menunjukkan indikasi tidak
disiplinnya atau mengalihkan diri dari kewajiban yang harusnya mereka lakukan.

Dimensi ini dapat disimpulkan belum berhasil.
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gangguan (HO).

Tabel 4.5
Hasil Temuan Pada Dimensi Tingkat Kepatuhan
Indikator Deskriptor | Tanggapan
1. Sosialisasi yang 1. Pemahkah 1. Sosialisasi sudah
kurang tepat sasaran, | diadakannya sosialisasi pemnah dilaksanakan di
mengakibatkan tentang perizinan oleh setiap kecamatan di Kota
kecendrungan Kantor Pelayanan Lubuklinggau, terakhir
masyarakat untuk Perizinan Kota dilaksanakan kalau tidak
tidak membuat izin | Lubuklinggau? salah sekitar tahun 2013.

2. Berapakah undangan
dalam setiap sosialisasi
dan siapa
narasumbernya?

2. Pada waktu ita pihak
kami (Kantor Pelayanan
Perizinan) mengundang
sekitar 40 orang yang
pesertanya di pilih oleh
pihak kecamatan,
mengenai narasumber,
kami mengambil
narasumber lokal yaitu
dari dalam kantor kita
sendiri yaitu Kasi
perbagian dan saat iw
yang membuka acara itu
Saya sebagai Kepala
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau.

3. Menurut Bapak,
apakah sosialisasi yang
pernah dilakukan telah
tepat sasaran sechingga
para pelaku usaha
mengetahui serta
memahami tentang
perizinan terutama izin
gangguan (HO) ?

3. Kalau menurut saya,
soslalisasi yang
dilakukan hanya sebatas
menyelesaikan kegiatan
yang diadakan di kantor
kami, karena hanya
mengundang kalangan
masyarakat biasa, bukan
dari kalangan pengusaha /
pelaku usaha.

4. Bagaiamana dengan

Pada saat sosialisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

jumiah peserta yang hadir | kemarin, jumlah peserta
pada saat sosialisasi, di setiap kecamatan
apakah sudah sesuai terbilang cukup, karena
dengan harapan? dapat dilihat dari absen
yang ditanda tangani ada
yang lebih dari 40 orang
dan ada juga yang hampir
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mendekati 40 orang.

5. Apa saja yang dibahas
pada saat sosialisasi
tersebut?

5. Pada saat sosialisasi,
para peserta diberikan
map plastik yang
bentuknya seperti tas dan
isinya, pena serta bahan
sosialisasi yang berisikan
dasar-dasar pembentukan
Kantor, Perda yang
digunakan serta
penjelasan tentang izin-
izin yang ada di Kantor
Kami.

2. Banyak usaha yang
tidak dapat diawasi
dan dikendalikan
gangguan yang
ditimbulkan akibat
tidak mau membuat

izin gangguan.

1. Apakah benar katau di
Kota Lubuklinggau im
masih banyak usaha yang
tidak memiliki 1zin
gangguan?

1. Sepanjang
pengetahuan saya, masih
banyak pelaku usaha di
Kota Lubuklinggau ini
yang belum memilfiki
Surat Izin Tempat Usaha,
apalagi izin gangguan.

2. Kira-Kira, di daerah
bagian mana di Kota
Lubuklinggau yang
pelaku usahanya befum
memiliki izin gangguan?

2. Kami pernah
mendapatkan informasi
dari pihak Kelurahan
Simpang Periuk, bahwa
di daerah mereka banyak
usaha yang belum
memilki izin gangpuan.

3. Apa penyebab usaha
Bapak tidak memiliki izin
gangguan?

3. Kami dari pihak
pengusaha mengikuti
tradisi lama, pada saat
pembuatan 1zin pertama
kali toko sembako saya,
saya tidak diminta untuk
membuat izin gangguan,
sehingga pada saat
perpanjangan izin, saya
tidak mau membuat izin
gangguan.

4. Jenis usaha apa saja

4. Yang banyak kami

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang biasanya temui dibidang pelayanan
menimbulkan gangguan, | ini, hampir semua toko
tetapi tidak memiliki izin | bangunan jika di arahkan
gangguan? untuk membuat izin
gangguan, mereka tidak
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mau dikarenakan dulunya
mercka membuat 1zin
tidak dikenakan izin
gangguan.

5. Bagaimana cara pihak
perizinan mengawasi dan
mengendalikan gangguan
vang ditimbulkan oleh
para pelaku usaha?

5. Para pelaku usaha
dapat diawasi dan
dikendalikan gangguan
tersebut setiap tahunnya
pada saat pelaku usaha
meregistrasi 1zin
gangguan (HO) mercka
dengan membayar 50%
dari ketetapan bayar
retribust izin gangguan.

3. Keengganan para
pelaku usaha
mengeluarkan vang
untuk membayar
retribust izin
gangguan.

1. Pelaku usaha yang
seperti apa yang
biasanya enggan
mengeluarkan vang
untuk membayar
retribusi izin
gangguan?

12 Hampir seluruh pelaku
usaha enggan
mengeluarkan uang untuk
pembayaran retribust izin
gangguan.

2. Adakah pelaku usaha
yang mau (sadar
hukur) dan tanpa
paksaan membuat
izin gangguan serta
membayar retribusi
izin gangguan?

2. Mungkin ada 1 (satu)
atau 2 (dua) orang pelaku
usaha yang benar- benar
sadar hukum untuk
mematuhi peraturan-
peraturan Pemerintah
yang berlaku di Kota
Lubuklinggau, tapi
kebanyakan pelaku usaha
yang mau membuat izin
gangguan dikarenakan
ingin melakukan
peminjaman modal usaha
di bank dengan
persyaratan telah
memiliki usaha yang
legal dan diakui oleh
Pemerintah setempat.

3. Faktor apa saja yang
membuat para pelaku
usaha enggan
membayar retribusi
izin gangguan (HO).

3. Sangat jelas faktor

yang membuat

keengganan para pelaku
usaha untuk membayar
retribusi izin gangguan,
alasan utama yang
dikeluhkan pelaku usaha |
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adalah mahalnya retribusi
yang akan di bayarkan
sementara usahanya baru
di rintis atau dimulai,
pelaku usaha tama
mempertahankan tradisi
seperti contoh toko
bangunan yang tidak
pernah dikenakan izin
gangguan..pada saat
perpanjangan izin..pelaku
usaha tidak mau
dikenakan retribusi izin
gangguan dikarenakan
selama initidak pemah
bayar retribusi izin
gangguan,

Sumber: data primer (diolah) 2015
4.3.2 Rutinitas fungsi (Smoothly function routines)

Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang
harus dijalankan untuk mencapai suatu tnjuan, dengan adanya kelancaran rutinitas
suatu pelaksanaan pada program. kegiatan dapat menjadikan implementasi yang
baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai
dengan lancarnya nitinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

a) Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan
syarat teknis yang harus dipenuhi.

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang
dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu terkadang harus ada syarat teknis yang
harus dilengkapi sehingga memakan waktu dan tenaga si pelaku usaha. Agar lebih

jelas mari kita lihat tabel 4.6.
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Tabel 4.6
Dalam proses penerbitannya terkadang memakan wakto dikarenakan syarat
teknis yang harus dipenuhi.

Indikator Deskritptor Tanggapan

Dalam proses 1. Stapakah yang berhak | 1. Didalam Kantor

penerbitannya mengeluarkan syarat- Pelayanan Perizinan Kota

terkadang syarat teknis yang harus | Lubukklinggau ada

memakan waktu | dipenuhi oleh pemohon kelompok jabatan

dikarenakan sehingga membuat fungsional yang

syarat teknis yang | keterlambatan penerbitan | bertanggung jawab

harus dipenuhi. izin gangguan dapat langsung kepada Kepala
terjadi? Kantor Perizinan, mereka

terbentuk dari Surat
Keputusan Walikota yang
berwenang untuk
menentukan secara teknis
sesuai dengan
keahlianmnya masing-
masing dan diberi nama
Tim Teknis. Tugas
mereka adalah
menentukan kelayakan
sebuah usaha dapat
dikeluarkan izinnya atau
tidak secara teknis.

2.Berapakah jumlah Dalam proses

nominal uang transportasi | penerbitannya terkadang
tim teknis setiap memakan waktu
pengecekan lapangan? dikarenakan syarat teknis

yang harus dipenum.

3. Bagian apa yang di 3. Untuk alur perizinan
dalam Kantor Pelayanan | ini ada 1 bagian dan 3
Perizinan yang memakan | seksi. 1 bagian adalah
waktu paling lama dalam | bagian tata usaha yang
proses penerbitan izin mengurusi tentang
gangguan? pemberkasan dan
kepegawaian, bagian ini
tidak terlibat secara
langsung dalam proses
perizinan. Yang memiliki
keterlibatan langsung
dalam perizinan yaitu
yang pertama Seksi
Pelayanan yang bertugas
melayani serta
memberikan informasi
kepada pelaku usaha |
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yang mau membuat izin,
kedua Seksi Pengolahan
Data dan Pemeriksaan
bertugas memeriksa
kelengkapan berkas dan
menentukan tim teknis
yang akan turun kelokasi
usaha yang akan di cek.
Ketiga Seksi Pemrosesan
bertugas untuk
melakukan pencetakan
izin yang telah disetujui
dan dibenarkan oleh tim
teknis melalui Seksi
Pengolahan Data dan
Pemeriksaan untuk
segera mencetak 1zin
yang diajukan. Berkaitan
dengan pertanyaan tadi,
berkas biasanya paling
lama berada di Seksi
Pengolahan Data dan
Pemeriksaan dikarenakan
terkait dengan tim teknis
dan pengecekan lokasi.

4, Apakah di Kantor
Pelayanan Perizinan
terdapat Sistem
komputerisasi yang
berbentuk database untuk
mempermudah pekerjaan
pegawai Kantor
Pelayanan Perizinan
Terpadu?

4. Untuk masalah Sistem
Komputerisasi di Kantor
Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau, kita telah
memakai Sistem
Pelavanan Terpadu
(SIMYANDU) yang pada
tahun 2013 diadakan
lelang Sistem Informasi
dan dimenangkan oleh
PT. Barmeindo.
Merekalah yang
mengerjakan Sistem yang
ada di Kantor ini.
Kemudian tahun 2014
sistem di perbaiki, kali ini
yang mengerjakan PT.
Delta yang bertempat di
Yogyakarta, sistem inilah
yang sampai saat ini kita
pakai.

5. Apakah faktor yang
dapat mempengaruhi

5. Banyak faktor yang
dapat membuat
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lambatnya penerbitan izin
gangguan ini?

penerbitan izin menjadi
cepat atau

Jambat...terkadang
lambatnya penerbitan 1zin
dikarenakan sulitnya
pelaku usaha memenuhi
syarat yang diberikan
oleh tim teknis, terkadang
pada saat ingin
melakukan cek lokasi
pelaku usahanya tidak
berada di tempat ada juga
proses penerbitan izinnya
sangat cepat dikarenakan
masih milik pejabat
setempat atau orang-
orang yang memiliki
power di daerah itu
sehingga tidak sedikit
para pegawai
mendapatkan tekanan
untuk segera menerbitkan
1Zin tersebut.

Pada tanggal 27 Apnl 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin

mengetahui informasi -yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya

menanyakan kepada Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan mengatakan :

* Didalam Kanter Pelayanan Perizinan Kota Lubukklinggau ada kelompok
Jjabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor
Perizinan, mereka terbentuk dari Surat Keputusan Walikota, yang
berwenang untuk menentukan secara teknis sesuai dengan keahlianmnya
masing-masing dan diberi nama Tim Teknis. Tugas mereka adalah
menentukan kelayakan sebuah usaha dapat dikeluarkan izinnya atau tidak
secara teknis.”

wawancara, 27 April 2013)
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Gambar 4.6 Surat Keputusan Pembentukan Tim Teknis

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Pemeriksaan untuk menanyakan tentang banyaknya usaha yang tidak dapat
diawasi dan dikendalikan’ gangguan yang di timbulkannya akibat tidak mau

membuat izin gangguan sebagai berikut:

“Setiap perigecekan lapangan, kami tidak pernah diberi uang transportasi,
tim teknis hanya menerima uang honor yang jumlahnya Rp 300.000 -
perbulannya dan dibayarkan 3 (riga) bulan sekali oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Kota Lubuklinggau. Untuk melakukan pengecekan kelapangan, tim
teknis menggunakan kendaraan serta uang pribadi. Maka dari itu Jika di
lapangan ada yang memberikan uang transportasi, maka akan sangat
membantu pekerjaan kami. Walaupun katanya kami tidak boleh menerima
uang dilapangan, padahal mereka tidak tahu atau tidak mau tahu kesulitan
yang kami hadapi di lapangan setiap harinya.”

(wawancara, 27 April 20135)
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Gambar 4.7 Pembayaran Honor tim teknis
Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan  informasi, peneliti
melanjutkan wawancara kepada staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan, yaitu:

“Untuk alur perizinan ini ada'l bagian dan 3 seksi. | bagian adalah bagian
tata usaha yang mengurusi_lentarg pemberkasan dan kepegawaian, bagian
ini tidak terlibat secard langsung dalam proses perizinan. Yang memiliki
keterlibatan langsung dalam perizinan yaitu yang pertama Seksi Pelayanan
yang bertugas melayani serta memberikan informasi kepada pelaku usaha
yang mau membuat izin, kedua Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan
bertugas memeriksu kelengkapan berkas dan menentukan tim teknis yang
akan turun kelokasi usaha yang akan di cek. Ketiga Seksi Pemrosesan
bertugas ‘untuk melakukan pencetakan izin yang telah disetujui dan
dibenarkan oleh tim teknis melalui Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan
untuk segera mencetak izin yang diajukan. Berkaitan dengan pertenyaarn
tadi, berkas biasanya paling lama berada di Seksi Pengolahan Data dan
Pemeriksaan dikarenakan terkait dengan tim teknis dan pengecekan lokasi.”
(wawancara, 21 April 2015)

Untuk  menambah pengetahuan maka peneliti  kembali melanjutkan
wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dengan hasil wawancara sebagai
berikut:

“Untuk masalah Sistem Komputerisasi di Kantor Pelayanan Perizinan Kota

Lubuklinggau, kita telah memakai Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU)

yang pada tahun 2013 diadakan lelang Sistem Informasi dan dimenangkan

oleh PT. Barmeindo. Merekalah yang mengerjakan Sistem yang ada di
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Kantor ini. Kemudian talm 2014 sistem di perbaiki, kali ini yang
mengerjakan PT. Delta yang bertempat di Yogyakarta, sistem inilah yang
sampai saat ini kita pakai.”
(wawancara, 27 April 2015)
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Gambar 4.8 Tampilan Sistem SIMYADU

Untuk menggali informasi lcbih dalam maka pencliti mewawancarai staf
Pengolahan Data.dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

“Banyak faktor yang dapat membuat penerbitan izin menjadi cepat atau
lambat.. terkadang lambatnya penerbitan izin dikarenakan sulitnya pelaku
usaha memenuhi syarat yang diberikan oleh tim teknis, terkadang pada saat
ingin melakukan cek lokasi pelaku usahanya tidak berada di tempat ada juga
proses penerbitan izinnya sangat cepat dikarenakarn masih milik pejabat
setempat atau orang-orang yang memiliki power di daerah itu sehingga tidak
sedikit para pegawai mendapatkan tekanan untuk segera menerbitkan izin
tersebut.”

twawancara, 27 April 2015)
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Gambar Rekomendasi Tim Teknis

Gambar 4.9 Rekomendast Tim Teknis

Dari hasil wawancara dengan 5-(lima) informan di atas dalam proses
penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus
dipenuhi. Ini menunjukan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kecepctan
dan ketepatan penerbitan izin gangguan, baik dari pihak Pemerintah maupun
pihak masyarakat-dan juga terkadang di pengaruhi oleh pihak luar (external), serta
kurangnya perhatian terhadap nasib tim teknis yang bekerja tidak diberikan sarana
dan prasarana yang memadal.

Menurut dimensi ke-1 (satu) dalam proses penerbitannya terkadang memakan
waktu dikarenakan syarat icknis yang harus di penuhi. Dalam dimens: ini yang
menjadi penilaian adalah proses kelancarannya, maka itu peneliti menampilkan
pengertian kelancaran. Menurut Kamus Besar Bahasa ladonesia (1994: 559)
lancar adalah tidak tersendat-sendat atau tidak tersangkut-sangkut.

Dari pengertian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam

segi kelancaran proses, dimensi i belum berhasil dikarenakan masih ada proses
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yang tersendat diakibatkan syarat teknis yang harus dipenuhi sebelum disetujui

untuk proses pencetakan izin.

b) Kurangnya sarana untuk nenunjang pada saat pengecckan lapangan

oleh tim teknis.

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang

dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu salah satunya adalah kurangnya sarana

untuk menunjuang pada saat pengecckan lapangan oleh tim teknis. Agar lebih

jelas mari kita lihat tabel 4.7.

Tabel 4.7
Kurangnya sarana untuk nenunjang pada saat pengecekan lapangan oleh
tim teknis.

Indikator Deskritptor Tanggapan
Kurangnya sarana untuk | 1. Apa saja fasihtas yang | 1. Menurut saya
menunjang pada saat diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini
pengecekan lapangan Pemerintah Kota Kantor Pelayanan
oleh tim teknis. Lubuklinggau untuk Perizinan Kota

kelancaran pemeriksaan | Lubuklinggau sangat
oleh lokasi? kurang dalam
mendukung terciptanya

profesional didalam tim
teknis ini. Mereka hanya
mendapatkan honor
sebesar Rp 300.000,-
yang dibayarkan selama 3
bulan sekali. Honor
tersebut tentunya tidaklah
cukup untuk mengganti
uang bensin dan makan
minum para tim teknis
yang melaksanakan
pengecekan lapangan,
belum lagi para staf
Pengolahan Data dan
Pemeriksaan yang selalu
ikut bahkan menjadi
permeran utama didalam
tim tersebut tetapi

jangankan untuk
mendapatkankan
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honor..didalam tim pun
mereka tidak
dimasukkan, malah yang
tidak ada hubungannya
dengan pemeriksaan
lapangan seperti Kepala
Seksi Pelayanan,
Pemrosesan serta Kepala
Subagian Tata Usaha (ah
yang menerima honor
tanpa pemah ikut turun
ke lapangan. Inilah yang
menjadi salah satu
kendala kami yang ada
dilapangan.

2. Pernahkah
mengusulkan sebuah
kendaraan dinas yang
dikhususkan untuk
pengecekan lapangan?

2. Usulan tentang
kendaraan dinas untuk
pengecekan lapangan di
setiap rapat staf selalu di
usufkan, tetapi selalu
ditolak dikarenakan
alasan-alasan klasik
seperti telah adanya
kendaraan dinas yang
digunakan oleh setiap
Kepala Seksi yaitu motor
sehingga menyulitkan
untuk mengusulkan
kendaraan dinas yang ada
di lapangan yang menurut
saya tidak masuk akal
karena melihat dinas
kebersthan yang memiliki
banyak mobil-mobit
operasional tetapi tetap
bisa mengusulkan
kendaraan operasional
jika dibutuhkan. Dalam
hal ini sepertinya
pengecekan lokasi oleh
tim teknis memang
kurang didukung oleh
pelaksana kegiatan yang
ada di Kantor Pelayanan

Perizinan Kota
Lubuklinggau.
3. Apa yang 3. Saya juga kurang
menyebabkan kurangnya { paham apa yang
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sarana di bagian sebenarnya terjadi

pengecekan lapangan? sehingga sulitnya
menyediakan sarana yang
dibutuhkan tim teknis,
padahal ujung tombak

Kantor Pelayanan
Perizinan im ada di tim
teknis, harusnya
perangkat Kantor harus
mendukung dengan
maksimal kebutuhan
yang dibutuhkan oleh tim
pada saat pengecekan
lokasi. Pihak kantor
mestinya harus
mienanggapi saran serta
kritik yang disampaikan
oleh tim demi kemajuan
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota

Lubuklinggau ini.
4. Apa saja yang 4. Pemerintah Kota
dibutuhkan-agar Lubuklinggau dalam hal

permasalahan sarana ini | im Kantor Pelayanan
tidak terjadi atau dapat Perizinan Kota
diminiralisir? Lubuklinggau harus
segera mnemberikan
kebutuhan tim teknis,
mengingat tim ini adalah
ujung tombak Kantor ini.
Adapun usulan saya
sebagai anggota tim

yang selalu hadir dalam
pengecekan lapangan, tim
membutuhkan :
Kendaraan dinas beserta
bahan bakarnya (bensin),
penerimaan honorarivm
sesuai dengan kinerja dan
yang benar-benar pantas
menerimanya serta
memberikan vang mzkan
dan minum mengingat
pekerjaan lapangan ini
bukan seperti pekerjaan
kantor yang tidak terkena
panasnya terik matahari.
[ Jika semua ini dipenuhi,
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maka ketepatan
penerbitan izin dapat
segera di penuhi.

5. Ada berapa kendaraan
dinas yang ada di Kantor
Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau serta siapa
saja yang
menggunakannya?

5. Pada Kantor Pelayanan
Pertzinan Kota
Lubuklinggau terdapat 4
{empat) motor serta 1
(satu) buah mobil. Mobil
ini di pegang oleh Kepala

Kantor dan di pergunakan
untuk operasional Kepala
Kantor, 4 (empat) buah
motor tersebut dipegang
oleh masing-masing
Kepala Seksi untuk
operasional bagian
mercka masing-masing.

Sumber: data primer {diolah) 2015
Pada tanggal 28 April 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin

mengetahui informasi yang  peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya

menanyakan kepada Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan mengatakan :

“Menurut saya Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau sangat .kurang dalam mendukung ierciptanya profesional
didalam tim teknis-.ini. Mereka hanya mendapatkan honor sebesar Rp
200.000,- yang dibayarkan selama 3 bulan sekali. Honor tersebut tentuniya
tidaklah cukup untuk mengganti uang bensin dan makan minum para tim
teknis yang ‘melaksanakan pengecekan lapangar, belum lagi para staf
Pengolahan . Data dan Pemeriksaan yang selalu ikut bahkarn menjadi
permeran  utama didalam tim  tersebut tetapi jangankan untuk
mendapctkankan honor..didalam tim pun mereka tidak dimasukkan, malah
yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan lapangan seperti Kepala
Seksi Pelayanan, Pemrosesan serta Kepala Subagian Tata Usaha lah yang
menerima honor tanpa pernah ikut turun ke lapangan. Inilah yang menjadi
salah satu kendala kami yang ada dilapangan.”

(wawancara, 28 April 20135)

Wawancara pencliti dilanjutkan dengan Staf Seksi Pengolahan Data dan
Pemeriksaan untuk menanyakan tentang kurangnya sarana untuk menunjang pada

saat pengecekan lapangan oleh tim teknis sebagai berikut:
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“Usulan tentang kendaraan dinas untuk pengecekan lapangan di setiap rapat
staf selalu di usulkan, tetapi selalu ditolak dikarenakan alasan-alasan klasik
seperti telah adanya kendaraan dinas yang digunakan oleh setiap Kepala
Seksi yaitu motor sehingga menyulitkan untuk mengusulkan kendaraan dinas
vang ada di lapangan yang menurul saya tidak masuk akal karena melihat
dinas kebersihan yang memiliki banyak mobil-mobil operasional tetapi tetap
bisa mengusulkan kendaraan operasional jika dibutuhkan. Dalam hal ini
sepertinya pengecekan lokasi oleh tim teknis memang kurang didukung oleh
pelaksana kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau.”

(wawancara, 28 April 2013)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti kembali
mewawancarai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan yaitu:

“Saya juga kurang paham apa yang sebenarnya terjadi sehingga sulitnya
menyediakan sarana yang dibutuhkan tim tekmis, padahal ujung tombak
Kantor Pelayanan Perizinan ini ada di tim teknis, harusnya perangkai
Kantor harus mendukung dengan maksimal kebutuhan yang dibutuhkan oleh
tim pada saat pengecekan lokasi. Pihak kantor mestinya harus menanggapi
saran serta kritik yang disampaikan oleh tim demi kemajuan Kantor
Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini.”

(wawancara, 28 April 2015)

Untuk menambah pengetahuvan maka peneliti kembali melanjutkan
wawancara dengan salah satu tim teknis dari Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD) Bagian Hukum yaitu dengan hasil wawancara sebagat berikut:

“Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan
Kota® Lubuklinggau harus segera memberikan kebutuhan tim teknis,
mengingai tim ini adalah ujung tombak Kantor ini. Adapun usulan saya
sebagai anggota tim yang selalu hadir dalam pengecekan lapangan, tim
membutuhkan : Kendaraan dinas beseria bahan bakarnya (bensin),
penerimaan honorarium sesuai dengan kinerja dan yang benar-benar pantas
menerimanya serta memberikan uang makan dan minum mengingat
pekerfaan lapangan ini bukan seperti pekerjaan kantor yang tidak terkena
panagsnya terik matahari. Jika semua ini dipenuhi, maka ketepatan
penerbitan izin dapat segera di penuhi.”

(wawancara, 29 April 2015)

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf

Pengolahan Data dan Pemenksaan berikut hasil wawancaranya:
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“Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau terdapat 4 (empat)

motor serta 1 (satu) buah mobil. Mobil ini di pegang oleh Kepala Kantor dan

di pergunakan untuk operasional Kepala Kantor, 4 (empat) buah motor

tersebut dipegang oleh masing-masing Kepala Seksi untuk operasional

bagian mereka masing-masing.”’

(wawancara, 29 April 2015)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses
kurangnya sarana untuk pengecekan lapangan oieh tim teknis . Ini menunjukan
bahwa di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau, tim teknis belum
menjadi prioritas atau bisa dikatakan kurang di perhatikan kebutuhannya. Usulan-
usulan yang mereka ajukan pun kurang mendapatkan tanggapan serta dukungan
dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.

Menurut dimensi ke-2 {(dua) kurangnya sarana untuk menunjang pada saat
pengecekan lapangan oleh tim teknis: Dalam dimensi ini peneliti berbicara
tentang sarana yang mendukung pada suaat pengecekan, teori dukung organisasi
sebaga berikut:

“Randall.. (1999), “menyatakan bahwa organisasi yang mendukung
adalah -orgamsasi yang merasa bangga terhadap pekerja mereka,
inemberi. kompensasi dengan adil, dan mengikuti kebutuhan
pekerjanya™.

Dari teori diatas dapat kita simpulkan bahwa dimensi ini juga belum berhasil
karena tidak di ikuti oleh pemenuhan kebutuhan pekerjanya agar pekerjaan
terscbut sesuai dengan apa yang diharapkan.
¢) Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis

yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinzn, tetapi tidak ada

anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang

dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu salah satunya adalah sulitnya pengecekan
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lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor

Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di

Kantor Pelayanan Perizinan. Agar lebih jelas mari kita lihat tabel 4.8.

Tabel 4.8

Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang
seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota
tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.

Indikator Deskritptor Tanggapan
Sulitnya pengecekan 1. Siapa saja anggota tim | 1. Anggota tim teknis
lapangan oleh tim teknis | teknis yang ada di Kantor | yang ada di Surat
dikarenakan tim teknis Pelayan Perizinan Kota Keputusan Walikota ada

yang seharusnya berada
di Kantor Pelayanan
Penizinan, tetapi tidak ada
anggota tim teknis yang
mau menetap di Kantor
Pelayanan Perizinan.

Lubuklinggau?

sekitar 16 (enam belas
orang) termasuk Kepala
Seksi dan Kasubag Tata
Usaha yang ada di Kota
Lubuklinggau.

2. Apa saja contoh
kewenangan yang
dimiliki oleh tim teknis
yang adadi Kantor
Pelayanan Perizinan Kota
Lubukiinggau?

2. Setiap tim teknis
berhak menentukan
disetujui atau ditolaknya
perizinan yang diajukan
dengan memberikan
alasan keteknisan yang
memang benar-benar
melalui mekanisme yang
benar, contoh tim teknis
dari Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrch
{Bappeda) mereka
biasanya mengusulkan
pembuatan Advice
Planning, dari Kantor
Lingkungan Hidup (LLH)
biasanya terkait dokumen
lingkungan seperti
Amdal, UKL-UPL serta
SPPL dan masih banyak
contoh Jain yang tidak
dapat saya sebutkan satu
persatu.

3. Apa alasannya para
anggota tim teknis tidak

3. Alasan yang paling
sering di berikan oleh
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Pelayanan Perizinan Kota | karena mereka masih
Lubuklinggau? dibawah Satuan Kerja
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mereka masing-masing
dan biasanya tim teknis
yang terdafiar adalah
Kepala Seksi atau Kepala
Subagian yang memiliki
eselon 4a. Alasan wugas
pokok dan fungsi mereka
yang memegang
jabatanlah yang membuat
mereka susah untuk
menetap di Kantor
Pelayanan Perizinan

dalam waktu yang lama.
4. Adakah dasarmya yang ) 4. Didalam Surat
menyebutkan agar tim Keputusan tim teknis
teknis harus ada di menyebutkan bahwa tim
Kantor Pelayanan teknis berada di bawah
Perizinan? naungan Kantor

Pelayanan Perizinan dan
berkantor di Kantor
Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau.

5. Apa kendala yang
dihadapi Kantor
Peiayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau terkait
tidak riraunya anggota tim
teknis berkantor di
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau?

5. Kendala yang dihadapi
Kantor Pelayanan
Perizinan akibat tidak
maunya tim teknis berada
di dalamnya membuat
Kantor Pelayanan
Perizinan harus selalu
mengundang resmi para
tim teknis yang akan
melakukan pengecekan
lapangan yang untuk
mengundangnya cukup
membuang waktu, tenaga
dan materi karena tidak
ada biaya untuk
mengundang tim teknis.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 05 Mei 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin
mengetahui informasi yang  peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya

menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tim teknis

mengatakan :
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“Anggota tim teknis yang ada di Surat Keputusan Walikota ada sekitar 16
fenam belas orang) termasuk Kepala Seksi dan Kasubag Tata Usaha yang
ada di Kota Lubuklinggau. ”

(wawancara, 05Mei 2015)

peneliti kembali menanyai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tim
teknis untuk menanyakan tentang Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis
dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan,
tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan
Perizinan sebagai berikut:

“Setiap tim teknis berhak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan
yang diajukan dengan memberikan alasan keteknisan yang memang benar-
benar melalui mekanisme yang benar, contoh tim teknis dari Badan
Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda) mereka biasanya
mengusulkan pembuatan Advice Planning, dari Kantor Lingkungan Hidup
(LH) biasanya terkait dokumen lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL serta
SPPL dan masih banyak contoh lain vang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu.”

{wawancara, 05 Mei 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti kembali
mewawancarat Staf Pemrosesan Jumakir, yaitu:

“ Alasan yang paling sering di berikan oleh para tim teknis adalah karena

mereka masih dibawah Satuan Kerja mereka masing-masing dan biasanya

tim teknis yang terdaftar adalah Kepala Seksi atau Kepala Subagian yang
memiliki eselon 4a. Alasan tugas pokok dan fungsi mereka yang memegang

Jjabatanlah yang membuat mereka susah untuk menetap di Kantor Pelayanan

Perizinan dalam waktu yang lama.”

(wawancara, 05 Mei 2015)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan
wawancara dengan Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) kegiatan Tim Teknis
dengan hasil wawancara sebagai berikut:

”Didalam Surat Keputusan tim teknis menyebutkan bahwa tim teknis berada

di bawah naungan Kantor Pelayanan Perizinan dan berkantor di Kantor

Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.”
{wawancara, 05 Mei 20135)
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Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf
Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

“Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan akibat tidak maunya

tim teknis berada di dalamnya membuat Kantor Pelayanan Perizinan harus

selalu mengundang resmi para tim teknis yang akan melakukan pengecekan
lapangan yang untuk mengundangnya cukup membuang wakiu, tenaga dan
materi karena tidak ada biayva urntuk mengundang tim teknis.”

(wawancara, 05Mei 2015)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses sulitnya
pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya
berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang
mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan. Ini menunjukan bahwa salah satu
kendala yang di hadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan sekarang ini adalah tim
teknis yang ditunjuk oleh Satuan Kerja merupakan pejabat eselon yang memiliki
jabatan di Satuan Kerja mereka dan tidak dapat meninggalkan Satuan Kena
mereka, kendala inilah yang menjadi penghambat kelancaran rutinitas pembuatan
perizinan terkhusus izin gangguan.

Menurut dimensi ke-3 (tiga) sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis
dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan,
tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan
Perizinan. Dalam hal ini berarti tidak adanya kepatuhan dari tim teknis untuk
mengikuti aturan yang telah di tentukan. Untuk mengambil kesimpulan maka
terlebih dahulu peneliti menjelaskan teori kepatuhan menurut (Notoatmodijo, 2003)
sebagai bertkut :

“Kepatuhan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dan

perilakn yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati
peraturan.”
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Dalam dimensi ini tim teknis menunjukkan ketidak patuhannya terhadap
aturan yang telah di buat sehingga melanggar dan mengakibatkan terhambatnya

proses perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan di Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.9
Hasil Temuan Dimensi Rutinas Fungsi
Indikator Deskritptor Tanggapan ]
1. Dalam proses 1. Siapakah yang berhak | 1. Didalam Kantor
penerbitannya mengeluarkan syarat- Pelayanan Perizinan Kota

terkadang memakan | syarat teknis yang harus | Lubukklinggau ada
waktu dikarenakan dipenuhi oleh pemchon kelompok jabatan

syarat teknis yang sehingga membuat fungsional yang

harus dipenuhi. keterlambatan penerbitan | bertanggung jawab
izin gangguan dapat langsung kepada Kepala
terjadi? Kantor Perizinan, mereka

terbentuk dart Surat
Keputusan Walikota yang
berwenang untuk
menentukan secara teknis
sesuai dengan
keahlianmnya masing-
masing dan diberi nama
Tim Teknis. Tugas

mereka adalah
menentukan kelayakan
sebuah usaha dapat
dikeluarkan 1zinnya atau
tidak secara teknis.

2. Berapakah jumiah Dalam proses

nominal uang transportasi | penerbitannya terkadang

tim teknis setiap memakan waktu

pengecekan lapangan? dikarenakan syarat teknis
yang harus dipenuhi.

3. Bagian zpa yang di 3. Untuk alur perizinan

dalam Kantor Pelayanan | ini ada 1 bagian dan 3
Perizinan yang memakan | seksi. 1 bagian adalah
waktu paling lama dalam | bagian tata usaha yang
proses penerbitan izin mengurusi tentang
gangguan? pemberkasan dan
kepegawaian, bagian ini
tidak terlibat secara
langsung dalam proses
perizinan. Yang memiliki
keterlibatan langsung
dalam perizinan yaitu
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yang pertama Seksi
Pelayanan yang bertugas
melayan serta
memberikan informasi
kepada pelaku usaha
yang mau membuat izin,
kedua Seksi Pengolahan
Data dan Pemeriksaan
bertugas memeriksa
kelengkapan berkas dan
menentukan tim teknis
yang akan turun kelokasi
usaha yang akan di cek.
Ketiga Seksi Pemrosesan
bertugas untuk
melakukan pencetakan
izin yang telah disetujui
dandibenarkan oleh tim
teknis melalui Seksi
Pengolahan Data dan
Pemeriksaan untuk
segera mencetak izin
yang diajukan. Berkaitan
dengan pertanyaan tadi,
berkas biasanya paling
lama berada di Seksi
Pengolahan Data dan
Pemeriksaan dikarenakan
terkait dengan tim teknis
dan pengecekan lokasi.

4. Apakah di Kantor
Pelayanan Perizinan
terdapat Sistem
komputerisasi yang
berbentuk database untuk
mempermudah pekerjaan
pegawai Kantor
Pelayanan Perizinan
Terpadu?

4. Untuk masalah Sistem
Komputerisast di Kantor
Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau, kita telah
memakai Sistern
Pelayanan Terpadu
(SIMYANDU) yang pada
tahun 2013 diadakan
lelang Sistem Informasi
dan dimenangkan oleh
PT. Barmeindo.
Merekalah yang
mengecakan Sistem yang
ada di Kantor ini.
Kemudian tabun 2014
sistem di perbaiki, kali ini
yang mengerjakan PT.
Delta yang bertempat di
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Yogyakarta, sistem inilah
yang sampai saat ini kita
pakai.

5. Apakah faktor yang
dapat mempengaruhi
lambatnya penerbitan izin

gangguan ini?

5. Banyak faktor yang
dapat membuat
penerbitan izin menjadi
cepat atau
lambat...terkadang
lambatnya penerbitan izin
dikarenakan sulitnya
pelaku usaha memenuhi
syarat yang diberikan
oleh tim teknis, terkadang
pada saat ingin
melakukan cek lokasi
pelakn usahanya tidak
berada di tempat ada juga
proses penerbitan izinnya
sangat cepat dikarenakan
masih milik pejabat
setempat atau orang-
orang yang memiliki
power di daerah itu
sehingga tidak sedikit
para pegawai
mendapaikan tekanan
untuk segera menerbitkan
izin tersebut.

2. Kurangnya sarana
untuk menunjang
pada saat
pengecekan lapangan
oleh tim teknis.

1. Apa saja fasilitas yang
diberikan oleh
Pemerintah Kota
Lubuklinggau untuk
kelancaran
pemeriksaan oleh
Jokasi?

Sop—

1. Menurut saya
Pemerintah dalam hal ini
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau sangat
kurang dalam
mendukung terciptanya
profesional didalam tim
teknis ind. Mereka hanya
mendapatkan honor
sebesar Rp 300.000.-
yang dibayarkan selama 3
bulan sekali. Honor
tersebut tentunya tidaklah
cukup untuk mengganti
uang bensin dan makan
minum para tim teknis
yang melaksanakan
pengecekan lapangan,
belum lagi para staf

j
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Pengolahan Data dan
Pemeriksaan yang selalu
jkut bahkan menjadi
permeran utama didalam
tim tersebut tetapi
jangankan untuk
mendapatkankan
honor..didalam tim pun
mereka tidak
dimasukkan, malah yang
tidak ada hubungannya
dengan pemeriksaan
lapangan seperti Kepala
Seksi Pelayanan,
Pemrosesan serta Kepala
Subagian Tata Usaha lah
yang menerima honor
tanpa pernah ikut turun
ke lapangan. Inilah yang
menjadi salah satu
kendala kami yang ada

dilapangan.

2. Pernahkah 2. Usulan tentang
mengusulkan sebuah | kendaraan dinas untuk
kendaraan dinas pengecekan lapangan di
yang dikhususkan setiap rapat staf selalu di
untuk pengecekan usulkan, tetapi selalu
lapangan? ditolak dikarenakan

alasan-alasan klasik
seperti telah adanya
kendaraan dinas yang
digunakan oleh setiap
Kepala Seksi yaitu motor
sehingga menyulitkan
untuk mengusulkan
kendaraan dinas yang ada
di lapangan yang menurut
saya tidak masuk akal
karena melihat dinas
kebersihan yang memiliki
banyak mobil-mobil
operasional tetapi tetap
bisa mengusulkan
kendaraan operasional
jika dibutuhkan. Dalam
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hal int sepertinya
pengecekan lokasi oieh
tim teknis memang
kurang didukung oleh
pelaksana kegiatan vang
ada di Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau.

3. Apa yang 3. Saya juga kurang
menyebabkan paham apa yang
kurangnya sarana di sebenarnya terjadi

i sehingga sulitnya
bagian pengecekan |+ c diakan sarana yang

lapangan? dibutuhkan tim teknis,
padahal ujung tombak
Kantor Pelayanan
Perizinan ini ada di tim
teknis, harusnya
perangkat Kantor harus
mendukung dengan
maksimal kebutuhan
yang dibutuhkan oleh tim
pada saat pengecekan
lokasi. Pihak kantor
mestinya harus
menanggapi saran seria
kritik yang disampaikan
oleh tim demi kemajuan
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau ini.
4. Apa saja yang 4. Pemerintah Kota
dibutuhkan agar Lubuklinggau dalam hal
ini Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau harus
segera memberikan
kebutuhan tim teknis,
mengingat tim ini adalab
ujung tombak Kantor ini.
Adapun usulan saya
sebagal anggota tim
yang selalu hadir dalam
pengecekan lapangan, tim
membutuhkan :
Kendaraan dinas beserta

a5

permasalahan sarana
ini tidak terjadi atau
dapat diminimalisir?
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bahan bakamnya (bensin),
pencrimaan honorarium
sesuai dengan kinerja dan
yang benar-benar pantas
menerimanya serta
memberikan uang makan
dan minum mengingat
pekerjaan lapangan ini
bukan seperti pekerjaan
kantor yang tidak terkena
panasnya terik matahari.
Jika semua ini dipenuhi,

maka ketepatan
penerbitan izin dapat
segera di penuhi.
5. Ada berapa kendaraan | 5. Pada Kantor Pelayanan
dinas yang ada di Penzinan Kota
Kantor Pelayanan Lubuklinggau terdapat 4

{empat) motor serta 1
(satu) buah mobit. Mobil
ini di pegang oleh Kepala
Kantor dan di pergunakan
untuk operastonal Kepala
Kantor, 4 (empat) buah
motor tersebut dipegang
oleh masing-masing
Kepala Seksi untuk
operasional bagian
mereka masing-masing.

Perizinan Kota
Lubuklinggau serta
siapa saja yang
menggunakannya?

3. Sulitnya pengecekan
lapangan oleh tim
teknis dikarenakan
tim teknis yang
seharusnya berada di
Kantor Pelayanan
Perizinan, tetapi
tidak ada anggota tim
teknis yang mau
menctap di Kantor
Pelayanan Perizinan.

1. Siapa saja anggota
tim texnis yang ada
di Kantor Pelayan
Perizinan Kota
Lubuklinggau?

!. Anggota tim teknis
yang ada di Surat
Keputusan Walikota
ada sekitar 16 (enam
belas orang)
termasuk Kepala
Seksi dan Kasubag
Tata Usaha yang ada
di Kota
Lubuklinggau.

2. Apa saja contoh

2. Setiap tim teknis

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kewenangan yang berhak menentukan

dimiliki oleh tim disetujui atau

teknis yang ada di ditolaknya perizinan

Kantor Pelayanan yang diajukan

Perizinan Kota dengan memberikan |
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Lubuklinggau? alasan keteknisan
yang memang benar-
benar melalui
mekanisme yang
benar, contoh tim
teknis dan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Bappeda)
mereka biasanya
mengusuikan
pembuatan Advice
Planning, dari Kantor
Lingkungan Hidup
(LH) biasanya terkait
dokumen lingkungan
seperti Amdal, UK1L.-
UPL serta SPPL dan
masih banyak conioh
lain yang tidak dapat
saya sebutkan satu
persatu.

3. Apa alasannya para 3. Alasan yang paling
anggota tim teknis sering di berikan
tidak mau menetap di oleh para tim teknis
Kantor Pelayanan adalah karena
Perizinan Kota mereka masih
Lubuklinggau? dibawah Satuan

Kerja mereka

masing-masing dan

biasanya tim teknis
yang terdaftar adalah

Kepala Seksi atau

Kepala Subagian

yang memiliki eselon

4a. Alasan tugas
pokok dan fungsi
mereka yang
memegang
jabatanlah yang
membuat mereka
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susah untuk menetap
di Kantor Pelayanan
Perizinan dalam
waktu yang lama.

4. Adakah dasarnya yang
menyebutkan agar
tim teknis harus ada
di Kantor Pelayanan
Perizinan?

4. Didalam Surat
Keputusan tim teknis
menyebutkan bahwa
tim teknis berada di
bawah naungan
Kantor Pelayanan
Perizinan dan
berkantor di Kantor
Pélayanan Perizinan

terkait tidak maunya
anggota tim tekms
berkantor di Kantor
Pelayanan Perizinan
Kota Lubuklinggau?

Kota Lubuklinggau.
5. Apa kendala yang 5. Kendala yang
dihadapi Kantor dihadapi Kantor
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Kota Lubuklinggau akibat tidak maunya

tim teknis berada di
dalamnya membuat
Kantor Pelayanan
Perizinan harus
selalu mengundang
resmi para tim teknis
yang akan
melakukan
pengecekan lapangan
yang untuk
mengundangnya
cukup membuarng
waktu, tenaga dan
materi karena tidak
ada biaya untuk
mengundang tim
teknis.

Sumber: data primer (diolah) 2015
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Prosedur ini sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang

harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kinerja dan dampak

maka kita dapat mengetahui dengan kinerja minimal atau maksimal maka akan

dihasilkan pula dampak yang negatif atau positif.

a) Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan

izin tempat usaha.

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang

dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu salah satunya adalah jumlah penerbitan izin

gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha. Agar lebih

jelas mari kita lihat tabel 4.10

Tabel 4.10

jumlah penerbitan izin gangguan lebili rendah dibandingkan penerbitan izin

tempat usaha.

Indikater

Deskritptor

Tanggapan B

Jumlah penerbitan izin
gangguan lebih rendah
dibandingkan penerbitan
izin tempat usaha.

1. Berapakah jumlah
penerbitan izin gangguan
tahun 20147

1. Kalo untuk jumlah
pastinya saya kurang
tahu, mungkin dapat anda
tanya kepada Firmanto
selaku pemegang sistem
database. Dia mungkin
mau memberikan data
yang anda butuhkan.

2. Kenapa izin tempat
usaha jumfahnya lebih
banyak dibandingkan izin
gangguan?

2. Banyak faktor yang
membuat izin HO lebih
rendah dan izin tempat
usaha, dari yang tidak
mau dikenakan retribusi
sampai tingkat
gangguannya kecil
sehingga pelaku usaha
menganggap 1zin
gangguan tidak
dibutuhkan.

3. Bagaimana dengan
Pendapatan Asli Daerah,

Kalo untuk Pendapatan
Asli Daerah (PAD),
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apakah mencapai target? | sebenamnya tidak ada
masalah. Malah melcbihi
target, tapi itu mungkin
karena targetnya kecil.
Sebenarnya kalo melihat
darn indeks gangguan,
maka seluruh usaha wajib
membuat izin gangguan
dan itu akan
mendongkrak PAD Kota
Lubuklinggau dibidang
1Zin gangguan.

4. Bagaimana caranya 4. Banyak cara untuk
meningkatkan jumlah meningkatkan izin

izin gangguan? gangguan ini, salah satu
cara adalal dengan
penekanan kepada pelaku
usaha dengan
menggunakan payung
hukum vaitu Perda
Nomor 11 Tahun 2011,
5. Apakah anda 5. Tahun 2013 izin
mengetahui total jumlah | gangguan berjumlah

izin gangguan tahun 2013 | sekitar 341 buah,

dan tahun 2014. sedangkan tahun
2014berjumlah 301 buah
belum diketahui sebab
pastinya penurunan
jumlah izin gangguan ini

Sumber: data primer (diolah) 2015
Pada tanggal 05 Mei 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin
mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya
menanyakan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan
mengatakan:
*“ Kalo untuk jumlah pastinya saya kurang tahu, mungkin dapat anda tanya
kepada pemegang sistem database. Dia mungkin mau memberikan data yang
anda butuhkan,”
{(wawancara, 05Mei 2015)
Peneliti kembali menanyai Kepala Seksi Pengolahan Data dan

Pemeriksaan sebagai berikut:
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“Banyak fakior yang membuat izin HO lebih rendah dari izin tempat usaha,
dari yang tidak mau dikenakan retribusi sampai tingkat gangguannya kecil
sehingga pelaku usaha menganggap izin gangguan tidak dibutuhkan.”
(wawancara, 05 Mei 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, poocoati

kembali mewawancarai bendahara penerimaan, yaitu:

“Kalo untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebenarnya tidak ada masalah.
Malah melebihi target, tapi itu mungkin karena targeinya kecil. Sebenarnya

kalo melihat dari indeks gangguan, maka seluruh usaha wajib membuat izin
gangguan dan itu akan mendongkrak PAD Kota Lubuklinggau dibidang izin

gangguan.”

(wawancara, 05 Mei 2013)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan
wawancara dengan Kepala Seksi Pengoalahan Data'dan Pemeriksaan wawancara
sebagai berikut:

" Banyak cara untuk meningkatkan izin gangguan ini, salah satu cara adalah

dengan penekanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan payung

hukum yaitu Perda Nomor 11 Tabhun'2011.”

(wawancara, (05 Mei 2015)

Untuk mendapatkan data yang mungkin peneliti butuhkan maka peneliti
mewawancarai pemegang database XKantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau berikut hasil wawancaranya:

“Tahun 2013 izin gangguan berjumlah sekitar 341 buah, sedangkan tahun

201 4berjumiah 301 buah belum diketahui sebab pastinya penurunan jumiah

izin gangguan ini.”

(wawancara, 05Mei 2013)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses jumlah
penerpitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha.

Kalau dilihat dari laporan total jumlah yang di utarakan admin sistem Kantor

Pelayanan Perizinan maka memang ada penurunan jumlah pengajuan izin
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gangguan walaupun target PAD tercapai, menurut bendahara penerimaan : PAD

dapat ditingkatkan lagi jika Pemerintah sungguh-sungguh dalam menekankan

pembuatan izin gangguan.

Menurut dimensi ke-1 (satu) jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah

dibandingkan dengan penerbitan izin usaha. Melihat indeks yang tertera didalam

Perda Nomor 11 Tahun 2011.

d. Indeks Gangguan

No

Kriteria Gangguan

Indeks

Ket

!

2

3

1.

Gangguan terhadap lingkungan:
7) Gangguan terhadap fungsi tanah
8) Gangguan terhadap fungsi air tanah
9) Gangguan terhadap fungsi sungai
10) Gangguan terhadap fungst laut
11) Gangguan terhadap fungsi udara
12) Gangguan yang bersumber dan getaran dan/atau
kebisingan

Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan:
3) Ancaman kemerosotan moral
4) Gangguan terhadap ketertiban

Gangguan terhadap ekonomi:
3) Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar
4) Penurunan nilai ékonomi benda tetap dan berperak
yang berada disekitar lokasi usaha

e. Indeks lokast fungsi jalan

No

Lokasi Fungsi Jalan

B =

Ditepi daerah milik jalan Kelurahan
Ditepi daerah milik jalan Kota
Ditepi daerah milik jalan Propinsi
Ditep: daerah milik jalan Negara

Inder, |

2
3

4

f. Indeks skala usaha

Skala Usaha

Indeks

PR b
« &  a & o

Usaha Besar (nilai investasi diatas 10 milyard)

Usaha Menengah (nilai investasi 500 juta s/d 10 milyard)
Usaha Kecil (Nilai investasi 50 juta s/d 500 juta)

Usaha Mikro (Nilai investasi 0 s/d 50 jt)

5

3
2
1
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Jika di lihat dari indeks Perda Nomor 11 Tahun 2011 secara scksama maka
peneliti menyimpulkan seharusnya setiap usaha wajib membuat izin gangguan.

Karena setiap usaha memiliki tingkat gangguan walaupun kecil.

b) Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk
tidak membuat izin gangguan (HO).

Dikota Lubuklinggau pemberian sanksi terhadap pelanggar perda nampal+va
belum terlalu di realisasikan sehingga para pelaku usaha berani untuk meia - :ar
aturan daerah tersebut. Agar lebih jelas mari kita lihat tabel'4.11

Tabel 4.11

Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak
membuat izin gangguan (HO)

Indikator Deskritptor Tanggapan
tidak adanya sanksi tegas | 1. Adakah payung hnkum | 1. Untuk izin ganggguan
membuat pengusaha yang dapat menjerat sudah di atur didalam
semakin beram untuk pelaku usaha yang tidak | Perda Nomor 11 Tahun
tidak membuat izin mau membuat izin 2011 dan sanksi
gangguan (HO) gangguan. pidananya terdapat pada

pasal 114.

2. Bagaimanakah proses | 2. Pelaku usaha akan di
pemberian sanksi pidana | selidiki oleh Penyidik
kepada pelaku usaha? Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) yang d:beri
wewenang untuk
melakukan penyidikan
dibidang retribusi

daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undaig-
Undang Hukum Acara
Pidana. PPNS
menyampaikan hasi!
penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi
Negara R1, Sesuai dengan
ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
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3. Apa saja sanksi yang
diberikan kepada pelaku
usaha yang melanggar?

3. Wajib retribusi dapat
dikenakan sanksi pidana
kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pic
denda paling banyak

(tiga) kali jumnlah

Retribusi terutang yang

tidak atau kurang bayar.
4. Pernahkah Pemerintah ¢ 4. Pada tahun 2014 para
Kota Lubuklinggau pelaku usaha pernah di

memanggil para Pelaku
usaha yang nakal?

panggil oleh tim Yustisi
yang waktu itu baru
dibentuk, tetapi tidak ada
kelanjutan hukum
dikarenakan kartu
Penyidik yang tergabung |
dalam tim yustisi
tersebut, semua sudah
habis masa berlakunya
dan tidak ada yang
diperpanjang. Makanya
untuk mereka tidak punya
kewenangan untuk

menindak.
5. Pemahkah Pemerintah | 5. Setahu saya belum
Kota Lubuklinggau pemah ada tindakan dzi
melalui Polisi Pamong Pemerintah Kota terka:x
Praja menertibkan pelaku | pelanggar 1zin ganggnun,
usazha yang tidak mau maka itu jika kami
membuat izin gangguan? | menyarankan kepada

para pelaku usaha yang
nakal, mereka dengan
entengnya
menjawab...”kalo kam1
tidak mau buat, kalian
mau apa”...tidak adanya
tindakan tegas membuat
para pelaku usaha yang
nakal semakin berani.

Sumber: data primer (diolah) 2015
Pada tanggal 05 Mei 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin
peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya

mengetahui informasi yang

menanyakan kepada Staf Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan mengatakan :
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“Untuk izin ganggguan sudah di atur didalam Perda Nomor 11 Tahun 2011
dan sanksi pidananya terdapat pada pasal 114.”
(wawancara, 05Mei 2015)

peneliti kembali menanyai staf Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan
terkait ketentuan pidana yang ada sebagai benkut:

“Pelaku usaha akan di selidiki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

(wawancara, 05 Mei 2013)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti kembali
mewawancarai staf Pengolahan Data dan Pemenksaan yaitu:

“ Wajib retribusi dapat dikenakan sanksi pidara kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah Retribusi

terutang yang tidak atau kurang bayar.”’

{wawancara, 05 Mei 2015)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan
wawancara dengan staf Scksi“Pengolahan Data dan Pemeriksaan wawancara
sebagai berikut:

" Pada tahun 2014 para pelaku usaha pernah di panggil oleh tim Yustisi yang

waktu ity baru dibentuk, tetapi tidak ada kelanjutan hukum dikarenakan

kartu Penyidik yang tergabung dalam tim yustisi tersebut, semua sudah habis
masa berlakunya dan tidak ada yang diperpanjang. Makanya untuk mereka
tidak punya kewenangan untuk menindak.”

(wawancara, 05 Mei 2015)

Untuk mendapatkan data yang mungkin peneliti butuhkan maka peneliti
mewawancarai Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut  hasil
wawancaranya:

“Setahu saya belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kota terkait

pelanggar izin gangguan, maka itu jika kami menyarankan kepada para
pelaku usaha yang nakal, mereka dengan entengnya menjawab... "kalo kami
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tidak mau buat, kalian mau apa’.. tidak adanya tindakan tegas membuat

para pelaku usaha yang nakal semakin berani.”

{wawancara, 05Mei 2015)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses _dak.
adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat
izin gangguan (HO). Adanya payung hukum yang jelas tidak membuat
Pemerintah Kota Lubuklinggau langsung menghukum para pelanggar, tetapi

malah bersifat tidak tahu sehingga membuat para pelaku usaha yang nakal

semakin berani.

Menurut dimensi ke-2 (dua) tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha
semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO). Menurut teori sanksi
sebagai berikut :

“Remmelink (2003: 7), menyatakan umumnya sanksi itu muncul
dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu
azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang
bersalah melanggar aturan hukum.”

Melihat dari teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dapat setiap
pelaku bersalah melanggar aturan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan
yang berlaku.. Tetapi di Kota Lubuklinggau penerapan sanksi pada pelanggar
perda belum benar-benar diterapkan sehingga membuat pelaku usaha semakin
berani untuk tidak membuat izin gangguan.

¢) Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten.
Untuk menciptakan Kantor Pelayanan Perizinan yang profesional, haruslah

dimulai dari Sumber Daya Manusianya terlebih dahulu. Pegawai- pegawai khusus

perizinan ini harus memiliki jiwa melayani yang iklas dibandingkan dengan
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pegawai Satuan Kerja lain. Untuk mengetahui kebenaran indikasi diatas, mari kita

lihat tabel 4.12.

Tabel 4.12

Sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Indikator

Deskritptor

Tanggapan

Sumber Daya Manusia
yang kurang kompeten.

1. Bagaimana dengan
tingkat akhir pendidikan
seluruh pegawai di
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau mi?

1. Kalau dinilai dari
tingkat pendidikan,
seturuh pegawai Kantor
Pelayanan Penzinan Kota
Lubuklinggau rata-rata
telah mempunyai ijazah
SI.

2. Adakah pelatihan-
pelatihan yang

2. Sangat banyak sekali,
tetapt biasanya pelatihan

mngkhususkan tentang itu dibuka di luar daerah,
Pelayanan Perizinan? biasanya di Kementrian
Dalam Negeri.

3. Ada berapa jumlah
pegawali yang ada di
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota
Lubuklinggau ini dan ada
berapa pula pegawai yang
telah mengikuti pelatihan
perizinan ini?

3. Jumlah keseluruhan
pegawai di Kantor
Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau tahun 2014
ini ada sekitar 22 orang
dan yang mengikuti
pelatihan perizinan ada
sekitar 8 (delapan) orang.

4. Apakah yang
mengikuti pelatihan
sudah sesuai dengan
tugas mereka di Kantor
Pelayanan Perizinan ini?

4. Ada sekitar 4 orang
yang memang benar-
benar pas pelatihan dan
tugasnya dikantor.
Selebihnya banyak yang
tidak sesuai, contoh
bagian keuangan selalu
diikutkan dalam pelatihan
perizinan tiap tahunnya,
padahal tugasnya tidak
sesuai dengan pelatiban

yang selalu diikutinya.
5. Adakah pegawai yang | 5. Banyak sekali,
seharusnya ikut pelatihan | contohnya Bapak staf
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perizinan. Dia staf PDP
mendapatkan ilmu
perizinan hanya dari
melihat Peraturan
Pemerintah. internet dan
pengalaman yang
didapatkan dilapangan.
Itmu yang didapatkan
secara otodidak ini
terkadang kurang
mendapat perhatian dari
atasan yang harusnya
memajukan orang yang
sepertl ini untuk
kemajuan Kantor
Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 06 Mei 2015 saya mewawarcarai informan yang mungkin
mengetahui informasi yang  peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya
menanyakan kepada Kepala Kantor. Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau
mengatakan :

“ Kalau dinilai dari tingkat pendidikan, seluruh pegawai Kantor Pelayanan

Perizinan Kota Lubuklinggau rata-rata telah mempunyai ijazah §1."

(wawancara, 06Mei 2015)

Peneliti kembali menanyai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan
terkait ada tidaknya pelatihan tentang perizinan yang ada sebagai berikut:

“Sangat banyak sekali. tetapi biasanya pelatihan itu dibuka di luar daerah,

biasanya di Kementrian Dalam Negeri.”

(wawancara, 06 Mei 2013)

Untuk mengetahui jumlah seluruh pegawai serta yang untuk mengetahuwi
pegawal yang telah mengikuti pelatihan, maka saya mewawancarai Kepala
Subagian Tata Usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau:

“Jumlah keseluruhan pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Kota

Lubuklinggau tahun 2014 ini ada sekitar 22 orang dan yang mengikuti
pelatihan perizinan ada sekitar 8 (delapan) orang.”
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{wawancara, 06 Mei 2013)

Kembali saya mewawancarai Kepala Subagian Tata Usaha terkait dengan
pelatihan yang pernah di ikuti oleh pegawai yang ada, berikut isi wov

" Ada sekitar 4 orang yang memang benar-benar pas pelatiha: !

dikantor. Selebihnya banyak yang tidak sesuai, contoh bagian keuangan

selalu diikutkan dalam pelatihan perizinan tiap tahunnya, padahal tugasnya
tidak sesuai dengan pelatihan yang selalu ditkutinya.”

fwawancara, 06 Mei 2015)

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti kembali menanyakan
perihal pelatihan itu kepada Kepala Subagian Tata Usaha di Kantor Pelayanan
Perizinan Kota Lubuklinggau berikut hasil wawancaranya:

“Banyak sekali, contohnya Bapak Firmansyah, SE ini sudah semenjak

perizinan diresmikan dan sampai sekarang ftidak pernah diikut serfakan

dalam pelatihan perizinan. Dia (Firmansyah, SE) mendapatkan ilmu
perizinan hanya dari melihat -Peraturan Pemerintah, internet dan
pengalaman yang didapatkan dilapangan. llmu yang didapatkan secara
otodidak ini terkadang kurang mendapat perhatian dari atasan yang
harusnya memajukan orang ‘yang seperti ini untuk kemajuan Kantor

Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.”

(wawancara, (16Mei 20135)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dapat kita ambil
kesimpulan bahwa ada 8 orang pegawai yang mengikuti pelatthan perizinan.
Pemberian pelatihan juga dirasa tidak tepat dikarenakan ada pegawai yang tidak
ada kaitannya dengan proses perizinan tapi selalu di ikut sertakan tanpa ada alasan
yang jelas, inilah yang membuat pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan ini
kurang profesional dikarenakan kurangnya ilmu yang didapatkan khusu=»nva
tentang perizinan,

Menurut dimensi ke-3 (tiga) sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Menurut Robbin (2007:38) bahwa kompetensi adalah

109

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41824.pdf

“kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini
ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan
kemampuan fisik™.

Dari teori diatas peneliti menytmpulkan bahwa untuk memiliki kompetensi

vang bagus maka seorang pegawai harus memiliki kemampuan intelektual dan

kemampuan fisik. Untuk memenuhi itu, pelatihan adalah salah satu jalan untuk

meningkatkan kompetensi pegawai, sedangkan di Kantor Pelayanan Perizinan

Kota Lubuklinggau hanya 8 orang pegawai yang mengikuti pelatihan perizinan.

Pemberian pelatihan juga dirasa tidak tepat dikarenakan ada pegawai yang tidak

ada kaitannya dengan proses perizinan tapi selalu di ikut.sertakan tanpa ada alasan

yang jelas, inilah yang membuat pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan ini

kurang profesional dikarenakan kurangnya ilmu yang didapatkan Khususnya

tentang perizinan.

Tabel 4.13

Hasil Temusan Dimensi Kinerja dan Dampak

Indikator

Deskritptor

Tanggapan

1. Jumlah penerbitan
izin gangguan-lebih
rendah dibandingkan
penerbitan izin
tempat usaha.

1. Berapakah jumlah
penerbitan izin gangguan
tahun 20147

1. Kalo untuk jumiah
pastinya saya kurang
tahu, mungkin dapat anda
tanya kepada Firmanto
selaku pemegang sistem
database. Dia mungkin
mau memberikan data
yang anda butuhkan.

2. Kenapa izin tempat
usaha jumlahnya lebih
banyak dibandingkan izin
gangguan?

2. Banyak faktor yang
membuat izin HO lebih
rendah dan izin tempat
usaha, dari yang tidak
mau dikenakan retribusi
sampai tingkat
gangguannya kecil
sehingga pelaku usaha
menganggap 1zin
gangguan tidak
dibutuhkan.
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3. Bagaimana dengan
Pendapatan Asli Daerah,
apakah mencapai target?

Kalo untuk Pendapatan
Asli Dacrah (PAD),
sebenarnya tidak ada
masalah. Malah melebihi
target, tapi itu mungkin
karena targetnya kecil.
Sebenarnya kalo melihat
dari indeks gangguan,
maka sefuruh usaha wajib
membuat izin gangguan
dan itu akan
mendongkrak PAD Kota
Lubuklinggau dibidang
izin gangguan.

4. Bagaimana caranya
meningkatkan jumlah
izin gangguan?

4. Banyak cara untuk
meningkatkan izin
gangguan ini, salah satu
cara adalah dengan
penekanan kepada pelaku
usaha dengan
menggunakan payung
hukum yaitu Perda
Nomor 11 Tahun 2011.

5. Apakahanda
mengetahui total jumlah
izin gangguan tahun 2013
dan+tahun 2014.

5. Tahun 2013 izin
gangguan berjumlah
sekitar 341 buah.
sedangkan tahun
2014berjumlah 301 buah
belum diketahui sebab
pastinya penurunan
jumlah izin gangguan (ni

2. Tidak adanya sanksi
tegas membuat
pengusaha semakin
berani untuk tidak
membuat izin
gangguan (HO)

1. Adakah payung hukum
yang dapat menjerat

1. Untuk izin ganggguan
sudah di atur didalam
Perda Nomor 11 Tahun

pelaku usaha yang tidak X
.. 2011 dan sanksi
mau membuat izin X
pidananya terdapat pada
gangguan. pasal 114.
2. Bagaimanakah proses | 2. Pelaku usaha akan di
pemberian sanksi pidana | selidiki oleh Penyidik
kepada pelaku usaha? Pegawai Negen Sipil
(PPNS) yang diberi
wewenang untuk
melakukan penyidikan
dibidang retribusi

daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-
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Undang Hukum Acara
Pidana. PPNS
menyampaikan hasil
penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi
Negara RI, Sesuai dengan
ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

3. Apa saja sanksi yang
diberikan kepada pelaku
usaha yang melanggar?

3. Wajib retnibusi dapat
dikenakan sanksi pidana
kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3
{tiga) kali jumiah
Retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar.

4. Pernahkah Pemerintah
Kota Lubuklinggau
memanggil para Pelaku
usaha yang nakal?

4. Pada tahun 2014 para
pelaku usaha pernah di
panggil oleh tim Yustisi
yang waktu itu baru
dibentuk, tetapi tidak ada
kelanjutan hukum
dikarenakan kartu
Penyidik yang tergabung
dalam tim yustisi
tersebut, semua sudah
habis masa berlakunya
dan tidak ada yang
diperpanjang. Makanya
untuk mereka tidak punya
kewenangan untuk
menindak.

5. Pernahkah Pemerintah
Kota Lubuklinggau
melalui Polisi Pamong
Praja menertibkan pelaku
usaha yang tidak mau
membuat izin gangguan?

5. Setahu saya belum
pernah ada tindakan dari
Pemerintah Kota terkait
pelanggar izin gangguan,
maka itu jika kami
menyarankan kepada
para pelaku usaha yang
nakal, mereka dengan
entengnya
menjawab...”kalo kami
tidak mau buat, kalian
mau apa”...tidak adanya
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tindakan tegas membuat

para pelaku usaha yang
nakal semakin berani.

3. Sumber Daya 1. Bagaimana dengan 1. Kalau dinilai
Manusia yang tingkat akhir dari tingkat
kurang kompeten. pendidikan seluruh pendidikan,

pegawal di Kantor seluruh pegawai
Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan
Kota Lubuklinggau Perizinan Kota
m? Lubuklinggau

rata-rata telah
mempunyat ijazah

Sl

2. Adakah pelatihan- 2. Sangat banyak
pelatihan yang sekali, tetap
mngkhususkan biasanya pelatihan
tentang Pelayanan itu dibuka di luar
Perizinan? daerah, biasanya

di Kementrian
Dalam Negeri.

3. Ada bérapa jumlah 3. Jumlah
pegawai yang ada di keseluruhan
Kantor Pelayanan pegawai di Kantor
Perizinan Kota Pelayanan
Lubuklinggau ini dan Perizinan Kota
ada berapa pula Lubuklinggau
pegawai yang telah tahun 2014 ini ada
mengikuti pelatihan sekitar 22 orang
perizinan ini? dan yang

mengikuti
pelatihan
perizinan ada
sckitar 8

{(delapan) orang.

4. Apakah yang 4. Ada sekitar 4
mengikuti pelatihan orang yang
sudah sesuai dengan memang benar-
tugas mereka di benar pas
Kantor Pelayanan pelatihan dan
{ tugasnya dikantor.
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Perizinan ini?

Selebihnya
banyak yang tidak
sesuai, contoh
bagian keuangan
selalu ditkutkan
dalam pelatihan
perizinan tiap
tahunnya, padahal
tugasnya tidak
sesual aengan
pelatihan yang
selalu diikutinya.

5. Adakah pegawai yang

seharusnya ikut
pelatihan tetapi tidak
pernah di ikut
sertakan?

5. Banyak sekali,
contohnya Bapak
staf PDP ini sudah
semenjak
perizinan
diresmikan dan
sampai sekarang
tidak pernah
diikut sertakan
dalam pelatihan
perizinan. Dia
staf PDP
mendapatkan ilmu
perizinan hanya
dari melihat
Peraturan
Pemerintah,
internet dan
pengalaman yang
didapatkan
dilapangan. [lmu
yang didapatkan
secara otodidak
in! terkadang
kurang mendapat
perhatian dari
atasan yang
harusnya
memajukan orang |
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yang seperti ini
untuk kemajuan
Kantor Pelayanan
Perizinan Kota

Lubuklinggau.

I

Sumber: data primer (diolah) 2015
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
a} Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang lzin
Gangguan di Kota Lubuklinggau belum berhasil
b} Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ini dapat kita
lihat perdimensi adalah:
1. Menurut dimenst ke-1 (satu) kepatuhan. faktor-faktor yang
mempengaruhi adalah sebagai berikut :
Pertama, jika melihat teori diatas dan membandingkan dengan apa yang
peneliti tulis maka sosialisasi tersebut sudah dapat dikatakan berhasil
ietapt memiliki kekurangan dimana sosialisasi tersebut tidak terfokus
kepada izin gangguan (HO) dan yang mengikuti sosialisasi tersebut tidak
tepat sasaran, karena yang di undang adalah masyarakat biasa bukan
pelaku usaha yang dirasa lebth mengera jika di undang. Kedna, menurut

teori diatas maka peneliti meyimpulkan bahwa pengawasan tentang izin

gangguan (HO) ini belum berhasil karena belum sesuai dengan rencana
yang ditetapkan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau
sebelumnya.Ketiga, peneliti menyimpulkan bahwa keengganan para
pelaku usaha untuk membayar retribusi izin gangguan menunjukkan
indikasi tidak disiplinnya atau mengalihkan diri dari kewajiban yang

harusnya mereka lakukan. Dimensi ini dapat disimpulkan belum berhasil.

2. Menurut dimensi rutinitas fungsi ada beberapa faktor yang

mempengaruhi yaitu sebagai berikut :
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Pertama, dari pengertian yang di ambil dan kamus besar, maka peneliti
mengambil kesimpulan bahwa dalam segi kelancaran proses, dimensi i
belum berhasil dikarenakan masih ada proses yang tersendat diakibatkan
syarat teknis yang harus dipenuhi sebelum disetujui untuk proses
pencetakan izin. Kedua, dari teori diatas dapat kita simpulkan bahwa
dimensi ini juga belum berhasil karena tidak di ikuti oleh pemenuhan
kebutuhan pekerjanya agar pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang
diharapkan. Ketiga, dalam dimensi ini peneliti menyimpulkan tim teknis
menunjukkan ketidak patubhannya terhadap aturan yang telah di buat
sehingga melanggar dan mengakibatkan. terhambatnya proses perizinan
di Kantor Pelayanan Perizinan di Kota Lubuklinggau.

3. Menurut dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki ada
beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :
Pertama, jika di lihat dan indeks Perda Nomor 11 Tahun 2011 secara
seksama maka peneliti menyimpulkan seharusnya setiap usaha wajib
membuat izin gangguan. Karena setiap usaha memiliki tingkat gangguan
walaupun kecil. Kedua, peneliti menyimpulkan bahwa dapat setiap
pelaku bersalah melanggar aturan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan yang berlaku. Tetapi di Kota Lubuklinggau penerapan sanksi
pada pelanggar perda belum benar-benar diterapkan sehingga membuat
pelaku usaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan.
Ketiga, peneliti menyimpulkan bahwa untuk memiliki kompetensi yang
bagus maka seorang pegawai harus memiliki kemampuan intelektual dan
kemampuan fisik. Untuk memenubhi itu, pelatihan adalah salah satu jalan

untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sedangkan di Kantor
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Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau hanya 8 orang pegawai vang
mengikuti pelatihan perizinan. Pemberian pelatthan juga dirasa tidak
tepat dikarenakan ada pegawai yang tidak ada kaitannya dengan proses
perizinan tapi selalu di ikut sertakan tanpa ada alasan yang jelas, inilah
vang membuat pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan ini kurang
profesional dikarenakan kurangnya ilmu yang didapatkan khususnya

tentang perizinan.

5.2 SARAN

Dan analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang izin gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan
Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014), dapat disampaikan beberapa saran
sebagai berikut :

I. Saran dan indikator keengganan para pelaku usaha untuk membuat izin
gangguan : pihak Pemerintah dapat memberikan pendaftaran secara
online atau dapat dengan cara jemput bola yaitu membuat seperti izin
keliling (door to door}) untuk mempermudah pendaftaran serta
mensosialisasikan izin gangguan serta kegunaannya kepada para pelaku
usaha langsung.

2. Saran dari indikator prosedur perizinan yang dinilai masih berbelit-belit :
agar pemohon izin tidak merasa di persulit prosesnya, Pemerintah dapat
memberikan sosialisasi peraturan-peraturan yang menyangkut perizinan.
Dengan pemohon izin mengetahui peraturan-peraturan, maka secara tidak
langsung mereka (pemohon izin) akan mengetahui syarat-syarat teknis
yang harus mereka turuti agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa pihak
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Pemerintah selalu menyulitkan (berbelit-belit) dalam melakukan proses
perizinan.

3. Saran untuk indikator tidak adanya ketegasan terhadap pelanggar izin
gangguan : pihak Pemerintah harus bisa menegakkan peraturan
sebagaimana mestinya, seperti Tim Yustisi vang telah di bentuk oleh
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Tim Yustisi harusnya sudah mulai
menindak pelaku usaha yang melanggar. Jika ada keraguan dalam
penindakan, maka adakan rapat Tim dan bahas apa yang menjadi keraguan
dalam penindakan sanksi tersebut.

4. Saran untuk indikator pelaku usaha tidak mendapatkan info yang cukup
tentang izin gangguan : Kantor Pelayanan Perizinan harus tepat sasaran
dalam menentukan siapa saja yang akan menerima bahasan sosialisasi
tersebut. Pihak Pemerintah dapat mulai mengundang pihak pelaku usaha
bukar: lagi masyarakat biasa yang di nilai kurang menyentuh pokok
bahasan sosialisasinya. Mengiklankan melalui media-media yang tersedia
di Pemerintah Kota seperti, Display yang di letakkan di persimpangan
jalan, baleho, koran serta media online agar pelaku usaha banyak

mendapatkan informasi tentang perizinan terutama izin gangguan (HO).
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LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014
» Pernahkah diadakannya sosialisasi tentang perizinan oleh Kantor
Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?
» Apakah benar kalau di Kota Lubuklinggau ini masih banyak usaha
yang tidak memiliki 1zin gangguan?
» Bagaimana dengan tingkat akhir pendidikan seluruh pegawai di
Kantoi Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini?
2. Kepala Seksi Pelayanan
» Berapakah undangan. dalam setiap sosialisasi dan siapa
narasumbemmnya?
» Apakah di Kantor Pelayanan Perizinan terdapat Sistem komputerisasi
yang ‘berbentuk database uniuk mempermudah pekerjaan pegawai
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu?
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan.
» Kira-Kira, di daerah bagian mana di Kota Lubuklinggau yang pelaku
usahanya belum memiliki izin gangguan?
» Berapakah jumlah nominal uang transportasi tim teknis setiap
pengecekan lapangan?
»> Apa saja yang dibutuhkan agar permasalahan sarana ini tidak terjadi

atau dapat diminimalisir?
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» Berapakah jumlah penerbitan izin gangguan tahun 20147
» Kenapa izin tempat usaha jumlahnya lebih banyak dibandingkan izin
gangguan?
» Bagaimana caranya meningkatkan jumiah izin gangguan?
» Adakah pelatihan-pelatihan yang mngkhususkan tentang Pelayanan
Perizinan?
4. Kepala Seksi Pemrosesan.
» Adakah pelaku usaha yang mau (sadar hukum) dan tanpa paksaan
membuat izin gangguan serta membayar retribusi izin gangguan?
5. Staf Pelayanan.
» Apa saja yang dibahas pada saat scsialisasi tersebut?
» Jenis usaha apa saja yang biasanya menimbulkan gangguan, tetapi
tidak memiliki izin gangguan?
6. Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan
» Menurut Bapak, apakah sosialisasi yang pernah dilakukan telah tepat
sasaran schingga para pelaku usaha mengetahui serta memahami
tentang perizinan terutama izin gangguan (HO) ?
» Bagaimana cara pihak perizinan mengawasi dan mengendalikan
gangguan yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha?
» Faktor apa saja yang membuat para pelaku usaha enggan membayar

retribusi izin gangguan (HO)?
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» Siapakah yang berhak mengeluarkan syarat-syarat teknis yang harus
dipenuhi oleh pemohon sehingga membuat keterlambatan penerbitan
izin gangguan dapat terjadi?

» Bagian apa yang di dalam Kantor Pelayanan Perizinan yang memakan
waktu paling lama dalam proses penerbitan izin gangguan?

» Apakah faktor yang dapat mempengaruhi lambatnya penerbitan izin
gangguan ini?

» Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau
untuk kelancaran pemeriksaan oleh lokasi?

» Pernahkah mengusulkan sebuah kendaraan dinas yang dikhususkan
untuk pengecekan lapangan?

» Apa yang menyebabkan. kurangnya sarana di bagian pengecekan
lapangan?

» Ada berapa kendaraan dinas yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan
Kota Lubuklinggau serta siapa saja yang menggunakannya?

» Apa kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubukiinggau terkait tidak maunya anggota tim teknis berkantor di
Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?

» Adakah payung hukum yang dapat menjerat pelaku usaha yang tidak
mau membuat izin gangguan?

» Bagaimanakah proses pemberian sanksi pidana kepada pelaku usaha?

» Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41824.pdf

» Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau memanggil para Pelaku
usaha yang nakal?
» Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Polisi Pamong
Praja menertibkan pelaku usaha yang tidak mau membuat izin
gangguan?
7. Staf Pemrosesan
» Bagaimana dengan jumlah peserta yang hadir pada saat sosialisasi,
apakah sudah sesuai dengan harapan?
» Apa alasannya para anggota tim teknis tidak mau menetap di Kantor
Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?
8. Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Perizinan
» Pelaku usaha yang seperti apa yang biasanya enggan mengeluarkan
uang untuk membayar retribusi izin gangguan?
» Bagaimara dengan Pendapatan Asli Daerah, apakah mencapai target?
9. Pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan
»> Apa penyebab usaha Bapak tidak memiliki izin gangguan?
10. Tim Teknis Kantor Pelayanan Perizinan
» Apa saja yang dibutuhkan agar permasalahan sarana ini tidak terjadi
atau dapat diminimalisir?
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Tim Teknis.
» Siapa saja anggota tim teknis yang ada di Kantor Pelayan Perizinan

Kota Lubuklinggau?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41824.pdf

» Apa saja contoh kewenangan yang dimiliki oleh tim teknis yang ada di
Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?
» Adakah dasarnya yang menyebutkan agar tim teknis harus ada di
Kantor Pelayanan Perizinan?
12. Administrator sistem database Kantor Pelayanan Perizinan.
» Apakah anda mengetahui total jumlah izin gangguan tahun 2013 dan
tahun 2014?
13. Kepala Subbagian Tata Usaha.
» Ada berapa jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan
Kota Lubuklinggau ini dan ada berapa pula pegawai yang telah
mengikuti pelatihan perizinan ini?
» Apakah yang mengikuti pelatihan sudah sesuai dengan tugas mereka
di Kantor Pelayanan Perizinan ini?
» Adakah pegawai yang seharusnya ikut pelatihan tetapi tidak pemah di

ikut sertakan?
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PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah mernupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandinian
daerah;

b. bahwa dengan berakunya Undang-Undang ' Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.dan Retribusi Daerah, maka
peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota
Lubukiinggau perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang
Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor, 8 _Tahun 1987 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3209),

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik-Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota. Lubukiinggau (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2001
Nomor.87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan.. . ...........c.ccceeeeeee
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
indonesia Nomor 4737);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),

12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006
Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota |_ubuklinggau.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota |.ubuklinggau.

Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politk, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah, yang selanjuinya disebut Retribusi adalah Pemungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh-pemerintah kota untuk orang pribadi atau badan.

7. Jasa adalah kegiatan pemerintah kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah kota untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oieh orang pribadi atau
badan.

Al

9. Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan oleh pemerintah kota dengan menganut pnnsip-
prinsip komersial, karena pada dasamya dapat puta disediakan oleh sektor swasta.

10. Penzinan Tertentu adalab kegiatan tertentu pemerintah kota dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dengan pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serla penggunaan sumber
daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestaran lingkungan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran refribusi, termasuk pungut atau
pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas wakiu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota yang bersangkutan.
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Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang tetah dilakukan dengan menggunakan folmulir atau telah
dilakukan dengan cara fain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang dituniuk oleh
Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribust lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain daiam rangka melaksanakan keientuan peraturan perundang-undangan relribusi
daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
difakukan oleh penyidik untuk mencar serta mengumpulkan bukii itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAR I
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah:
a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha; dan

¢. Penzinan tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi yang dikenakan atas perzinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢
digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB I
RETRIBUS! JASA UMUM

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Kota
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

&)

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adatah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
¢. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pernadam Kebakaran;
e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2) Jenis....... e, e
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(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungul apabila potensi
penenmaan kecit dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan
tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Sturktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya
bunga dan biaya modal.

(3) Dalam penetapan tarf sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif
hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 6

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau

Bagian Keempat
Retnbusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan Kesehatan.
Pasal 8
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a
adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanar kesehatan lainnya yang

sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan
pendaftaran.

{2} Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9
Subjek Refribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempercleh pelayanan kesehatan di
puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya di Kota Lubuklinggau.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.
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Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
BESARNYA TARIF

No JENIS PELAYANAN
(Rp)
1 2 3
1. | Pelayanan Kesehatan Dasar :
a. Rawat Jalan 5000
b. Rawat Kunjungan 10.000
c. Pelayanan Rujukan 3.000
d. Pelayanan Gawat Darurat 15.000
2. | Pelayanan Persalinan :
b. Partus Normal 400.000
a. Partus Abnormal 500.000
b. Partus Kunjungan 450.000
3. | Tindakan Medik Ringan :
a. Jahit Luka Ringan 1-5 Jahitan/ Sedang 20.000
b. Jahit Luka Berat 50.000
¢. Atheroma 100.000
d. Lipoma 100.000
2. Insisi Abses 15.000
. Sirkumsisi 100.006
g. Tindik daun telinga 10.000
h. Pemasangan {UD 100.000
.. Pencabutan IUD 100.000
j. Pemasangan Implant 100.000
k. Pencabutan Implant 100.000
L. Suntik KB 15.000
m. Pil Planotab 5000
n. Pil Microgynen 10.000
0. Kondom 5.000
p. Insisi Hordeolum 75.000
q. Vasektomni 500.000
r. Tubektomi 500.000
4. Tindakan Medik Sedang :
1. Operasi Katarak 200.000
2. Pengangkatan Pterigium 150.000
3. Kuretase 200.000
4. Vakum Ekstraksi 150.000
5. | Tindakan Medik Gigi :
a. Pembersihan Karang Gigi ( scalling ) 15.000
b. Pencabutan Gigi { Exstraksi komplikasi) 10.000
¢. Pencabutan Gigi Terlanam ( impucted) 20.000
d. Insisi Graham Gigi 30.000
e. Tumpatan Gigi 30.000
f. Pemasangan Mahkota Gigi { Untuk 1 50.000
buah Gigi }
g. Pencabutan gigi dengan komplikasi 15.000
h. Pencabutan gigi pada Anak-anak 10.000
6. | Tindakan medik Mulut :
a. Bedah Mulut ringan 50.000
b. Bedah Mulut Sedang 150.000
¢. Bedah Mulut Berat J 250.000
7. Tindakan..........c.cc.ocoeivinnn,
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Tindakan Medik Mata :
a. Refraksi

b. Koreksi

c. Funduskopi

d. Retinoskopi

Pelayanan Ortotik/ Prostetik:
a. Gips Sienier

b. Gips Spalk

c. Gips Corset

d. Gips Spica

Tindakan Medik THT:

a. Serumen Plug

b. Corpus Alienum

c. Tindakan Spesialistik { Lauage, sonde cateter dil )

Pemeriksaan Diagnostik :
a. Rongent Foto
b. EKG

Rawat inap per — han { kurang dari 24 jam)
Dikenakan satu hari:

a. kelas Sederhana /W

b. Kelas Sedang /!l

Pelayanan Penunjang Non Medik :
a. Pengujian Kesehatan ( Keur)
- Untuk CPNS dan PNS
- Untuk Pelajar dan Mahasiswa
- Untuk melamar Pekerjaan
- Untuk Calon Pengantin
. Visum et Reperlum
. Surat Keterangan Rujukan
. Surat Keterangan Kelahiran Bidan
. Sewa Ambulance Puskesmas Keliling Per-Km.
Keterangan guta Wama
. Konsultasi Kesehatan (Gizi, KIA/KB,
Penyakit Menular / Tidak Menular, Kesehatan
Remaja dan Kesehatan Jiwa)

Qoo

Pemeriksaan Laboratorium :

A. Hematologi

Darah Rutin { Hb. Leuko, LED, Diff ) Masing-masing :

Hb
Leukosit
Eritrosit
Diff.count
L.E.D (Laju Endap Darah)
Hematokrit
Retikulosit
Trombosit
Waktu Perdarahan
Wakiu Pembekuan
Golongan darah
Faktor Rhesus
. Rumple Leed
MCV (Maximum Concentration Value)
MCH (Mean Corspuscular Hemoglobin)
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin
Concentration)

TEOIImATOT@ oA T

6.000
10.000
10.000
10.000

20.000
15.000
20.000
15.000

20.000
25.000
30.000

50.000
40.000

50.000
75.000

10.000
5.000
10.000
10.000
50.000
3000
10.000
5000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

5.500

6.000
10.000

5.000

6.000
10.000
10.000
10.000
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B g. Masa Protrombin 5.000
r.  Morfologi Sel 8.000
s. LE. Sel 10.000

B. KIMIA KLINIK :
A. DARAH :
1. Bilirubin Total 35.000
2. Bilirubin
- Bilirubin Direk 28.000
- Bilirubin Indirek 14.000
3. Alkaline Phosphatase 10.000
4. Acid Phosphatase 10.000
5 TT1.T 10.000
6. Total Lipid 10.000
7. Takata Ara 80.000
8. Cholesterol 28.000
9. HDL Cholesterol 20.000
10. LDL Cholesterol 14.000
11. Total Protein 10.000
12. Albumin 10.000
13. Globulin 10.000
14, Ureum 15.000
15. Urea Cleareance Test 12.000
16. BUN 12.000
17. Uric Acid 15.000
18. HRDOH 10.000
19. Phosphor 16.000
20. Chlorida 16.000
21. Natrium 16.000
22, Kalium 16.000
23. Kalsium 16.000
24. B. Lipo Protein 15.000
25. Amalise Darah 10.000
26. SGOT 28.000
27. SGPT 28.000
28. Creatinin 20.000
29. CPK 20.000
30. Triglycerida 35.000
31. Cretinin Ciearcance 14.000
32.Gula Darah
- BSN 15.000
- BSP 15.000
- BSS 15.000
33.GTT 15.000
34, LDH 15.000
35. Gamma GT 15.000
36. CKMB 15.000
37. Cholinesterase 15.000
B. URINE:
Urine Rutin, meliputi :
1. Beratjenis 6.000
2. PH/Reaksi 6.000
3. Urobiiin 6.000
4. Billirubin 6.000
5. Protein kwalitatif 6.000
6. Protein kwantitatif 6.000
7. Reduksi 6.000
8. Sedimen 6.000
9. Aceton 6.000 |
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10. Protein Bence jones.

C. LIGOUR :
1. Glucose

2. Protein

3. Chlorida

4. Noone

5. Pandy

6. Rivalta

7. Albumin

8. Globulin

9. Jumlah Sel

10. Diff Count

IMUNDOSERQOLOGIH:

. Widal

VDRL

R.A Test {( Rh. Faktor )
CRP

Asto

TPHA

. Tes Kehamitan

. HBS Ag (RPHA)
HBs Ab (RPHA)
HBS Ag (ELISA)
HBs Ab (ELiSA)

L. DHF

m. Toxoplasma { Aght }
n. Anti HIV { ELISA)
0. Anti HiV ( RPHA)

TE A0 T W

77'_' -

MIKROBIOLOGI :

. Malaria

. Filaria

. Jamur ! Amuba

Cel candida

. Trichomonas vaginalis
. GO

. Lepra

. C. Diptheri

9. BTA

10. Faeces Rutin

11. Benzidin Test

12. Biakan ( Kuttur )

13. Resistensi

14. Biakan + Resistensi
15. Biakan TBC

16. Biakan + Resistensi TBC
17 Bakteriologi Air :

- angka kumarn

- coti form

- E. coli

- vibrio cholera

- shigella

- salmonella

KIMIA KESEHATAN
1. KIMIA LINGKUNGAN (AR )

18. Bakteriologi makanan / minuman lengkap

6.000

65.000
10.000
15.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

35.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
10.000
15.000
15.000
26.000
26.000
20.000
15.000
30.000
20.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
15.000
23.000
35.000
23.000
60.000
17.000
45.000
50.000
50.000
50.000
50.000
120.000
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a. Kimia Sederhana dengan metode 150.000
Spektrofotometri, meliputi Pemeriksaan :
Fisika :
1. Bau, 5000
2. kekeruhan, 5000
3.rasa 8000
4. suhu 5000
5.wama 5000
6. Zat Padat tertarut 5000
Kimia Terbatas :
1. Besi 17000
2. Derajat Keasaman (pH) 5000
3. Flourida (F) 6000
4. Kesadahan (CaCQO3) 8000
5. Khlorida (CY) 8000
6. Mangan (Mn) 20000
7. Nitrit (NO2) 15000
8. Nitrat (NG3) 15000
9. Sulfat (SO4) 8000
10. Zat Organik (KmnQ4) 15000
b. Kimia Lengkap dengan metode Spektrofotometri 285.000
1. Arsen (As) 50000
2. Air Raksa (Hg) 50000
3. Kadmium {Cd} 30000
4. Kromium Valensi 6 (Cr +8) 30000
5. Seng (Zn) 30000
6. Selenium (Se) 50000
7. Sianida (Cn) 15000
8. Timbal (Pb) 30000
c. Kimia Air Limbah 335.000
2. TOKSIOLOGI :
PESTISIDA

a. Golongan Karbanat {(Paraguat, BFMC,
Karbatit, Aldicarb, Karbofuran, propoxur)
» Metode KLT 200.000
» Metode AAS 200.000

b. Golongan Organophospat (Diazainon, DDVP,
Fethoat, Malathion, Dimethoat, Temofas,
Monckrotopos, Leptopos, Klorpiriphon,

Metiphinmphaos).
# Metode KLT 200.000
¥ Metode GC 200.000

c. Golongan Organo Klorin (DDT, Aldnin, Dieldrin,
Lindan, Thiodan, Endrin, Hetapkror, Mitosikior)

» Metode KLT 200.000
» Metode GC 200.000
3. KIMIA LAIN
> Boraks 75.000
» Formalin 75.000
» Rodamin 75.000
» Metil Yeliow 75.000
» Salinitas 75.000
» Tes NAPZA (Tes Kontrol) 75.000
(2) BaW. oo
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{2) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial,
Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh
penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jatan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan parkir di
tepi jalan umum.

Pasai 13
Cbjek Retribusi Petayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasa!l 4 ayat
(1) huruf b adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.yang ditentukan oleh
Permenntah Kota Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh pedayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Menghitung Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Cara mengukur tingkat pengunaan jasa adalah diukur berdasarkan klacsifikasi jalan, jenis,
kendaraan, dan/atau waktu penggunaan:

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Reiribusi
Pasal 16
a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) .......oocooeiiei e e Rp. 1.000
b. Kendaraan Bermotor roda 3 (iga) ... Rp. 1.000
c. Kendaraan Bermotor roda 4 (8mMpat) ... Rp. 2.000
d. Kendaraan Bermotor Jenis mobil barang/bis dan truk
UKuran besar roda 6 (ENnam) ........cccorer i e Rp. 4.000
e. Kendaraan Bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau
truk atau mobil tangki roda 6 (enam) keatas ... Rp. 5.000

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan
penguijian kendaraan bermotor.

Pasal 18, oo
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Pasal 18

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)
huruf ¢ adalah pelayanan pengujian kendaraan bermofor sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.

Pasal 19

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan
peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 21
(1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.yang diuji.

(2} Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan
bemotor ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Retribusi Penguijian:
1) Mobil Bus umum dan tidak umum;
a) bus kecil kapasitas 9 s/d 13 tempat duduk sebesar Rp. 75.000,- dengan rincian:

» Jasa penguiian Rp. 48.500,-
= Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 10.000.-
« Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
by bus sedang kapasitas 14 s/d-27 tempat duduk sebesar Rp. 90.000,-dengan rincian:
¢ Jasa pengujian Rp. 55.500,-
+« Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 17.000.-
» Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
c) bus sedang kapasitas 28 tempat duduk sebesar Rp. 110.000,- dengan rincian:
+ Jasa penguiian Rp. 71.000 -
» Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 22.500.-
« Plat uji, kawal dan segel Rp. 16.500,-
2) Mobit penumpang umum sebesar Rp. 60. 000,- dengan rincian:
« Jasa pengujian Rp. 37.500 -
» Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 6.500,-
» Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
3) Mobil penumpang tidak umum sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:
« Jasa pengujian Rp. 33.500,-
« Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 10.500.-
= Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

4) Mobil barang umum dan tidak umum:
a) mobil barang kecil daya angkut 1.350 Kg sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:

« Jasa pengujian Rp. 00,-
» Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 10.000,-
« Piat uji, kawal dan segel Rp. 16.500,-
b) mobil barang sedang daya angkut 1.351 s/d 8000 Kg sebesar Rp. 85.000,- dengan

rincian:

o Jasa pengujian Rp. 50.500,-
» Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 17.000,-
+ Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
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¢} mobil besar daya angkut lebih besar atau sama dengan 8.001 Kg
sebesar Rp. 125.000.- dengan rincian:

» Jasa pengujian Rp. 85.500,-
+ Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 22.500.-
= Plat uji, kawat dan segei Rp. 16.500. -
5) Kereta Gandeng dan kereta tempelan sebesar Rp. 85.000,- dengan rincian:
» Jasa pengujian Rp. 45.500,.-
+ Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 22.500,-
» Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500.-

6) Struktur biaya pengganti:
a. Biaya pengganti buku uji sebesar Rp. 10.000.- (sepuiuh ribu rupiah)
b. Penggantian buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-
{dua puluh lima ribu rupiah)

(3) Masa Uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 bulan

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 22

Dengan nama retrbusi pemeriksaan Alat Pemadam  Kebakaran dipungut 2tas pelayanan
pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 23

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah kota terhadap alat-alat
pemadam kebakaran, alat penanggulangan. kebakaran dan alat penyelamat jiwa vang dimiiiki
dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 24

Subiek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kehakaran adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau penguijian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adaiah diukur berdasarkan frekuensi dan jumliah aiat
pemadam kebakaran 1 (satu) kali setahun.

Pasal 26

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
{2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

A. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian terakhir pemasangan instansi proteksi
kebakaran pada pelaksana pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:

1. Hidra Kebakaran Minimal 2 (dua) titik Rp. 15.000,-itik
2. pemercik Rp. 10.000,-/M3
3. Alarm Kebakaran:
a) otomatis Rp. 150,-M2
b) manual minimal 2 (dua) titik Rp. 10.000,-Aitik
B FR.eevvvr e
-12 -
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4. Fire Damre:
a) dengan motor Rp. 30.000.-/ buah
b) sambungan lebur Rp. 10.000.-/ buah
5. Kipas angin bertekanan
a) 0 s/d 7.000 cfm Rp. 15.000,-/ buah
b} 7.001 s/d 10.000 cfm Rp. 25.000,.-/ buah
c) 10.001 cfm keatas Rp. 51.500,-/ buah
6. Instatasi pemadam khusus Rp. 4.000,-/ M2
7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 s/d 6:
a) Berdasarkan luas lantai Rp. 100,-/ M2
b} berdasarkan jumiah peralatan yang dipasang Rp. 5.000,-/ buah

8. Alat Pemadan Api Ringan (APAR)
a) Jenis air bertekanan

1 0s/d 91 Rp. 16.000.- Aabung
2} lebih dari 91 Rp. 25.000.-tabung
b} Jenis busa kimia:
1) 0/91 Rp. 16.000,-ftabung
2) Lebih dari 91 Rp. 25.000,-/tabung
c) Jenis busa mekanik:
1) 0s/d 91 Rp. 15.000,-tabung
2) Lebih dari 91 Rp. 26.000,-ftabung
d) Jenis kima kering serba guna {dry chemical):
1) 0s/d6Kg Rp. 15.000,-/tabung
2) Lebih dari 6 Kg Rp. 25.000,-tabung
e) Jenis hallon dan carbon dioksida (CQ2):
1) 0s/d6 Kg Rp. 15.000,-/tabuny
2) Lebih dari 6 Kg Rp. 25.000,-ftabung
9. Pemeriksaan visual:
a) 0 sid 2. 000 m2 Rp. 250.-im2
b) 2.001 s/d 5.000 m2 Rp. 200,-/ m2
¢} 5.001 s/d 10.000 m2 Rp. 150,/ m2
d) 10.001 s/d.20:000 m2 Rp. 100.-/ m2
e} 20.001 s/d 40.000 m2 Rp. 75-/m2
f) lebih dari 40.000 m2 Rp. 50-/m2
g} Bahan-bahan berbahaya:
1) bahan yang muda menyala Rp. 2.500-
2) bahan yang beracun Rp. 2.000,.-
3) bahan-bahan perusak (corrosive) Rp. 50,-/Kg

4) bahan-bahan pada kondisi normal mudan menyala Rp. 25,000,-
5) bahan-bahan karena pengaruh panas benda

Lain-lain muda terbakar Rp. 7.500-
6} bahan-bahan lzin yang belum termasuk dalam
Rangka 1) s/d 5) huruf g Rp. 5500
B. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran dan sarana

penyelamatan yaitu:
a) 0 sfsd 2000 m2 Rp. 500,-fm2
b) 2.001 s/d 5.000 m2 Rp. 450,-/m2
c) 5.001 s/d 10.000 m2 Rp. 400 -/m2
d) 10.001 s/d 20.000 m2 Rp. 350,-/m2
e) 20.001 s/d 40.000 m2 Rp. 300,/m2
f) Lebih dari 40.000 m2 Rp. 250/m2

C. Penguijian alat pemadam dan pencegahan kebakaran,
1} Jenis air bertekanan ukuran:

a) 0 s/d 6 liter Rp. 5.000.-
b) 6 s/d 10 liter Rp. 10.000.-
[A b
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¢) 11 s/d 15 liter
d) 16 s/d 20 liter
e) 21 sid 30 liter
f) Lebih dari 30 liter

2} Jenis biasa dan busa mekanik ukuran
a} 0 s/d 5 liter
b) 6 si/d 10liter
c) 11 s/d 15liter
d) 16 s/d 20 liter
e) 21 =/d 30 liter
f) Lebih dari 30 liter

{3)Jenis carbon Dioksida (C0O2)
a)y 0 s/d 5 Wer
b) 6 s/d 10 liter
c) 11 s/d 15 liter
d) 16 s/d 20 liter
e) 21 s/d 30 liter
f) Lebih dari 30 liter

{4) Jenis Kimia Kering ukuran:
a) 0s/d 5 liter
b) 6 s/d 10 liter
¢} 11 s/d 15 liter
d) 16 s/d 20 liter
e) 21 s/d 30 liter
f) Lebih dar 30 liter

{5)Jenis Hallon ukuran:
a) 0s/d 5 liter
b} 6 s/d 10 liter
c) 10 s/d 15 liter
d) 15 s/d 20 liter
e) 21 s/d 30 liter
f) Lebih dari 30 liter

D. Pengajuan dan Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran:
1) Mobil kebakaran
2) Slang Kebakaran
3) Motor Pompa Pertable
4) Baju Tahan Panas
5) Helmet Safety
6) Alat Pernapasan/Birthing Aparus

E. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi:
1) Tali Lukneur
2) Sliding Rool, Spiral
3) Tangga Darurat

Bagian Kedelapan

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 27

15.000,-
18.000,-
20.000,-
25.000 -

5.000.-
12.000,-
15.000.-
17.000.-
20.000.-
25.000,-

15.000,-
17.500.-
20.000,-
22.500,-
25.000,-
27.500,-

15.000,-
17.500.-
20.000,-
25.500.-
30.900.-
37.500,-

20.000,-
25.000,-
30.000.-
35.500.-
37.000,-
40.000.-

150.000,-
100.000,-
75.000,-
50.000,-
30.000.-
150.000.-

10.000,-
15.000.-
10.000,-
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Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan

pengendalian menara telekomunikasi.
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Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
{1) huruf e adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan
aspek jasa tata ruang, keamanan dan kepentingan umurm.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang
membangun menara telekomunikasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Cara mengukur tinggkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumiah pelayanan
pengendalian menara telekomunikasi.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 31

(1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besamya tanf Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara
telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan. masyarakat, aspek keadilan dan
efektiftas pengendalian menara telekomnikasi.

{2) Tarnf Retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan
sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekormunikasi.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan 1 era/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan jasa Tera, Tera Ulang atas alat Ukur, Takar, Timbangan dan perengkapannya (UTTP)
serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasat 33

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara
lain sebagai berikut :

a. ukuran Panjang.
b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung { Counter Meter ).
¢. alat Ukur Permukaan Cairan ( Level Gauge ).
1. mekanik.
2. elektronik.
d. takaran (Basah/Kering);
e. tangki Ukur :
1. bentuk Silinder Tegak.
2. bentuk Silinder Datar.
3. bentuk Bola dan Spercidal.
f. tangki Ukur Gerak :
1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.

G B e

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka -15-



16/41824.pdf

g. alat Ukur darn Gelas :
1. {abu Ukur, Buret dan Pipet.
2. gelas Ukur,
bejana Ukur.
meter Taksi.
speedometer.
meter rem.
tachometer.
. thermometer.
densimeter.
viskometler.
alat Ukur Luas.
alat Ukur Sudut.
alat Ukur Cairan Minyak :
1. meter Bahan Bakar Minyak.
2. meter Induk.
3. meter Kerja.
4. pompa Ukur.
s. alat Ukur Gas :
meter Induk.
meter Kerja.
meter Gas Orifice dan sejenisnya.
periengkapan Meter Gas Orifice.
pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.
t.  meier Air:
1. meter Induk.
2. meter Kerja.
meter Cairan Minuman Selain Air :
1. meter Induk.
2. meter Kerja;
pembatas Arus Air.
alat Kompensasi, Suhu (ATC)Tekanan/Kompensasi lainnya.
meter Prover.
meter Arus Massa (meter Kerja).
alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
a. meter Listrik { Meter Kwh)
1. meter Induk.
2. meter Keria kelas 2.
3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
bb. meter Energi Listrik lainnya.
cc. pembatas Arus Listrik.
dd. stop Watch.
ee. alat Ukur Kesehatan dan iLingkungan Hidup.
ff. anak Timbangan :
1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
2. ketelitian Hatus (kelas F2 dan M1).
3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).
gg. timbangan :
1. sampai dengan 3000 kg :
a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas 11l dan kelas IV).
b) ketelitian Halus (kelas II}.
c) ketelitian Khusus (kelas ).
2. lebih dan 3000 kg :
a) ketelitian sedang dan biasa.
b) ketelitian halus dan khusus.
3. timbangan Ban Berjalan.
4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.
hh. dead Weight Tester Machine.
ii. alat Ukur Takaran Darah.
. manometer Minyak.
kk. pressure Calibrator.

"evoagmAToT
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il pressure Recorder.

mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.

nn. meter Kadar Air :
1. untuk bijl-bifian tidak mengandung minyak.
2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
3. untuk kayu dan komaoditi [ain.

00. UTTP yang memiiiki konstruksi tertentu :
1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas.
2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas
3. timbangan Elektronikuntuk semua kapasitas.

pp. UTTP yang memerukan penguijian tertentu.

qq. UTTP yang ditanam.

. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.

5. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.

. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.

uu. kalibrasi.

vv. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 34

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau.Badan yang memitiki,
memakai atau pemegang kuasa atas alat ukur, timbangan dan perlengkapannya yang
memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2
Alat Ukur, Takar, Timbang Can Perengkapannya

Pasal 35

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang digunakan daiam bidang metrologi
legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai
atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 36

(1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara
langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai uniuk
keperiuan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

a. kepentingan umum,

b. usaha.

¢. menyerahkan atau menerima barang.

d. menentukan pungutan atau upah.

€. menentukan produk akhir dalam perusahaan.

f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;wajib ditera dan ditera ulang.

(2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai
untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.

(3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perenykapannya (UTTP} yang dipakai atau
diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses Kkegiatan
merupakan alat ukur yang waijib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 37

(1) Semua alat ukur, takar, timbang dan periengkapannya yang pada wakiu ditera atau tera
ulang temyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat
diperbaiki lagi harus dirusak sampai lidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Metrologi.

{2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut
pelaksanaan teknis dan khusus maka pengalurannya ditelapkan oleh keputusan Kepala
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 38........cccoiiii e
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Pasal 38

Bilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur,
takar, {imbang dan perlengkapannya yaitu :

a
b.

yang bertanda tera batal.

yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang
beraku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

tanda teranya rusak.

apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi,
berat atau penunjukannya menyimpang dari nitai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau
penunjukannya menyimpang darn nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.

mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau
timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

untuk keperuan lain yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f
tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku Ditempat
usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan.untuk' kepentingan umum,
ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah
yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 39

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan,
mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya yang ;

a.
b.

2)

M

(2

&)

bertanda tera batal.

tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang
berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

tanda jaminannya rusak.

Pasal 40

Dilarang memasang alat ukur, atat penunjuk atau alat iainnya sebagai tambahan pada alat-
alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Paragraf 3
Tanda Tera

Pasal 41

Jenis-jenis tanda tera adalah :
a. tanda sah.

b. tanda hatal.

c. tanda jaminan.

d. tanda daerah.

e. tanda Pegawai yang berhak.

Pengaturan rmengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan
cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan mempedomani Undang-Undang dan
ketentuan yang beriaku.

Jangka waktu berlakunya tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 {(enam)
bulan.

Pasal 2.l
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Pasal 42

(1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada atat-alat ukur, takar, timbang dan
periengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu
sesuai syarat-syarat teknis kemetrologian.

{2y Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

(3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-atat
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran
dan atau perubahan.

(4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan
dilakukan.

{5) Tanda sah dan tanda batal yang fidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar,
timbang dan perengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat
kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralaian pengujian yang digunakan.

(2) Tata cara penggunaan teraftera ulang diatur tebih tanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Struktur dan Besamya Tarif

Pasal 44

(1) Untuk setiap pekerjaan tera .atau tera ulang, kalibrasi atau alat ukur, takar, timbang dan
pertengkapannya (UTTP) dikenakan retribusi teraftera ulang.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan teraftera ulang digoiongkan berdasarkan pada
tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar,
timbang dan periengkapannya.

(3) Struktur dan_ besamya tarif retribusi teraftera ulang pengujian barang dalam keadaan
terbungkus (BDKT) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

{4) Besarnya retribusi dinitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif
retribusi.

(5) Tarf retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 45

Besaran tarif tera atau tera ulang ditetapkan sebagai berikut:
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BIAYA TERA (Rp )
TERA | TERA ULANG

URAIAN

UKURAN PANJANG

a. sampai dengan 2 m 5.000,- 4.000 -
b. sefebihnya dari 2 ms/d 10 m 7000-} 6.000 -
c. selebihnya dari 10 m 10.000,~ 8.000 -

d. ukuran panjang jenis :

(1). Salib ukur 4.000 - 2.000.-
(2). Blok ukur 5.000,- 5.000.-
(3). Mikrometer 6.000 - 3.000.-
(4). Jangka sorong 6.000.- 3.000.-
(5). Alat ukur tinggi orang 5.000,- 2.500,-
(6). Coiter meter 10.000 - 10.000 -
(7). Roll tester 50.000 - 50.000.-
(8). Komparator 50.000- 50.000,-

ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR

a. mekanik 50.000.- | 50.000,-
b. elektronik 100.000 100.000.-
TAKARAN

a. sampai dengan 2 L 1.000.- 1.000.-
b.lebihdan 2L s/d 25 L 2.000.- 2.000.-
c. Lebih dari 25 L 5.000.- 5.000,-
TANGKL UKUR TETAP

a. Bentuk Silinder Tegak

(1). Sampai dengan 500 KL 300.000 300.000.-

(2). Selebihnya 500 KL d:hitung sbb :

2). 500 kL. pertama 300.000 "300.000,-
b). Selebihnya darn 500 ki s/d 1.000 ki setiap 10 ki 1.500,- 1.500,-
cj. Selebihnya dari 1.000 kl s/d 2.000 ki setiap 10 ki 1.000,- 1.000,-
d). Selebihnya dar 2.000 ki s/d 10.000 ki setiap 10 ki 100 100.-
e). Selebihnya dari 10.000 ki s/d 26.000 kI setiap 10 Kl 50, 50,
7). Selebibnya dari 20.000 k! setiap 10 Kl 30 30,- |

b. Bentuk bola dan speroidal

(1) Sampai.......ccccvveeneennes
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{1). Sampai dengan 500 ki 500.000 |  500.000.-

(2). Sampai dengan 500 ki dihitung sbb :

a). 500 k! pertama 500.000 500.000,-
b). Selebihnya dari 500 ki s/d 1.000 ki setiap 10 ki 3.000- 3.000-

c). Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 k! 3.000.- 3.000,-

c. Bentuk Silinder / elips / persegi datar

{1). Sampai dengan 10 ki 300.000 300.000,-

{2). Selebihnya dari 10 kl dihitung sbb -

a). 10 kl peretama 300.000 300.000,-
b). Selebihnya dari 10 kI s/d 50 ki setiap ki 2.000- 2.000.-
c). Selebihnya dari 50 kil setiap ki 1.000,- 1.000,-

TANGKI UKUR GERAK

a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon

{1). Kapasitas sampai dengan 5 ki 30.000.- 30.000,-

{2). Selebihnya sampal dengan 5 ki ditiung sbb :

a). 5 ki pertamagq 30.000,- 30.000,-

b). Selebihnya dan 5 ki setiap k! 5.000,- 5.000,-

Bagian dari kl dihitung satu kali

b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur
apung dan kapai

(1). Sampai dengan 56 k! 200.000 200.000.-

(2). Selebihnya dari 50 ki dihitung sbb :

200.000 200.000,-
ki s/d 75 kl setiap kI 1.200 - 1.200,-
i s/d 100 kI setiap kl "71.000 - 1.000,-
} s/d 250 ki setiap kI 700,- 700,-
0 ki s/d 500 kl setiap kI 500,- 500,-
kl sid 1.000 kl setiap kI 200.- 200.-
00 k! s/a 5.000 ki setiap ki 50 50
Bagian dari ki dihitung W

Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau

lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur

BEJANA UKUR 50.000,- 50.000.-

a. sampai dengan 50 L 60.000,- 60.000.-

b. selebihnya dari 50 L s/d 200 L. '70.000,- 70.000,-

C. selebihhys............cccoveeeeevan.
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c. selebihnya dari 200 L s/d 500 L 80.000,- 780.000,-
d. Selebihnya dari 500 L s/d 1.000 L 100.000 100.000,-
e. selebihnya dari 1.000 L
METER TAKSI 50.000, - 50.000.-
THERMOMETER 10.000-] 10.000 -
ALAT UKUR CAIRAN MINYAK
Meter Bahan Bakar Minyak
a.1. Meter Induk
Untuk seliap media uji :
(1). Sampai dengan 25 m®> 60.000 - 60.000.-
(2). Lebih dari 257 /h dihitung sbb : {
a). 25m’° /h pertama 60.000. - 60.000,-
b). Selebihnya dari 25m™/h s/d 100 m° / h setiap m” / h 2.000 - 2.000 -
cj. Selebihnya dari 100m’h s/d 500 m*® / h setiap m”/ h 1.000,- 1.000.-
¢). Selebitnya 500 m” / hsetiap m” [ h 500.- 500,-
Bagian dari m” dihitung satu m” /h
a.2. Meter Kerja
Untuk setiap jenis media uji
{1). Sampai dengan 15 m°/h 50.000,- 50.000,-
(2). Selebitnya dari 15 m>h dihitung sbb :
a). 15 m’ pertama 50.000 - 50.000 -
b). Selebihnya dari 15 m°h/s/d 100 m® setiap m™/h 1.000 - 1.000.-
c). Selebibnya darni 160 m” s/d 500 m” setiap m™/h 500,- 500, -
c). Selebihnya 500.m" setiap m*/h 300,- 300.-
a.3. Pompa Ukur
Untuk setiap badan ukur 40.000 - 40.000,-
ALAT UKUR GAS
a. Meter Induk
(). Sampai detigan 100 n,* M 20.000- 20.000 -
{2). Selebihnya dari 100 m* /h dihitung sbb :
a). 100 m" / h pertama 20.000.- 20.000.-
b). Selebihnya dan 100 m*/h sid 500 m°/h sefiap 10 m°/h 1.000,- 1.000,-
¢). Selebihnya dan 500 m>/h s/d 1000 m*/h setiap 10 m*/h 500,- 500,-
d). Selebihnya dari 1000 m°/h s/d 2000 m h 200.- 200,
e). Selebihnya 2 000 m’/h setiap 10 m*/n 100.- 100,-
Bagian dani 10 m° dihitung 10 m° M
b. Meter Kerja
(1) Sampai.......cooeiis
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(1). Sampai dengan 50 m® /n T 10.000- [ 10.000-
(2). Selebihnya dari 50 m” /h dihitung sbb -
a). 50 m° / h pertama 10.000 - 10.000 -
b). Selebihnya dari 50 m>h s/d 500 m°/ setiap 10 m°/h 200 - 200 -
©). Selebihnya dan 500 m°/h s/d 1000 m*/h setiap 10 m*/h 150,- 150~
d). Selebihrnya dan 1000 m M s/d 200G m°/h 100, 100 -
e). Selebihnya 2 000 m*/h setiap 10 m*/h 50 - 50.-

Bagian dari 10 m® dihitung 10 m®

METER AIR

a. Meter Induk 01 0y
(1). Sampai dengan 15 m°/h 20.000,- 20.000.-
{2). Sampai dengan 15 m’/h s/d 100 m" /h 40.000,- 40.000,-
{3). Selebihnya dari 100 m° M 50.000,- 50.000,-

b. Meter Kerja

(1). Sampai dengan 10 m/h 10.000,- 10.000,-
(2). Sampai dengan 10 mh s/d 100 m° /h 15.000,- " 715.000,
{3). Selebihnya dari 100 m’ /h 20.000,- 20.000 -

METER PROVER

a. Sampai dengan 2.0C0 L 100.000 100.000 -
b. Selebihnya dari 2.000 L s/d 10.000 L 200.000 200.000 -
¢. Selebihnya dari 10.000 L 300.000 300.000.-
Meter prover yang mempunyai 2 {dua) seksi atau lebih setiap R

Seksi dihitung sebagai satu alat ukur

ALAT UKUR PENGIS!
Untuk setiap jenis media :
a. Sampai dengan 4 alat pengisi 30.000 - 30.000,-
b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi '5.000.- 5,000,
METER LISTRIK
a. Kelas 0,2 atau kurang :
(1). 3 (tiga) phasa 40.000.- 40.000,-
(2). 1 (satu) phasa 12.000.- 12.000.-
b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :
{1). 3 (tiga) phasa 5.000,- 5.000,-
(2). 1 {satu) phasa 3.000.- 3.000.-
c. Kelas 2 ;
T
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(1). 3 {tiga) phasa o | 4000-1 4.000-
(2). 1 (satu} phasa 2.500 - 2.500,-

STOPWATCH 30.000.- 30.000.-

ANAK TIMBANGAN
a. Ketelitian sedang dan biasa ( kelas M2 dan M3)

(1). Sampai dengan 1 kg 71,000 500, -

(2). Selebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg "1500- 1.000 -

(3). Selebihnya dari 5 kg s/d 50 kg "4.000 - 2.000 -
b. Ketelitian halus ( kelas F2 dan M1)

(1). Sampai dengan 1 kg 1.500,- 750,-

(2). Selebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg 2.500 - 2.000.-

{3). Selebihnya dari 5 kg s/d 50 kg 5.000;- 2.500,-
c. Ketelitian khusus { kelas E2 dan F1)

{1). Sampai dengan 1 kg 5.000,- 2.500.-

(2). Selebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg 7500 - 5.000-

(3). Selebihnya dari 5 kg s/d 50 kg 10.000 - 7.500.-
TIMBANGAN

a. Sampai dengan 3.000 kg

(1). Ketelitian sedang dan biasa ( kelas {{l.dan IV}

(a). Sampai dengan 25 kg 1.500.- 1.000.-
{b}. Selebihnya 25 kg s/d 150-kg 2.000,- 1.500,-
(c). Selebihriya 150 kg s/d 500 kg 3.000,- 2.000,-
(d). Selebihnya 500 kg s/d 1.000 kg 4.000,- 3.000-
(e). Selebihnya dari 1.000 kg s/c 3.000 kg 10.000,- 7.500.-

(2). Ketelitian halus (kelas t )
(a). Sampai dengani kg 40.000 - 5.000,-
(b). Sekebihnya 1 kg s/d 25 kg 12.000,- 7.500,-
(c). Selebihnya 23 kg s/d 100 kg 14.000,- 10.000,-
(d). Sefebinnya 100 kg s/d 1.000 kg 16.000.- 12.000,-
(e). Selebihnya dari 1.000 kg s/d 3.000 kg 20.000,- 15.000.-

{3). Ketelitian khusus ( kelas | } 36.000,- 20.000,-

b. Sampai dengan 3.000 kg

1). Ketelitian sedang dan biasa setiap 1.000 kg bagian dan " 75.000.- 4.000,-
1.000 kg dihitung 1.000 kg

2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton bagian dari 6.000.- 5.000,-

1.000 kg dihitung 1.000 kg

c. Timbangan ban berjalan

1). Sampai dengan 100 ton /h 200.000 200.000 -

2) Selebihnya..............cce...
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2). Selebihnya dari 100 ton/h s/d 500 ton / h 300.000 300.000 -

3). Selebihnya besar dari 500 ton / h 500.000 ] 500.000,-

d. Timbangan dengan dua skala { multi range )

Lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukanya
dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala fimbang, biaya
pengujian, peneraan atau penerautangannya dihitung sesuai
dengan jumiah {antai timbangan dan kapasitas masing-masing
serta menurut tarrif pada angka 17 a, bdan ¢

DEAD WEIGHT TESTING MACHINE 100.000 100.000,-

PRESSURE GAUGE 50.000, - 50.000,-

PENCAP KARTU OTOMATIS

METER KADAR AIR 10.000,- 5.000.-
(1). Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap 10.000,- 10.00G,~
Komoditi
{2). Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap 15.000,- 15.000,-
Komoditi
(3). Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi 20.000,- 20.000,-
Pasal 46

(1) Untuk pekerjaan tera atau tera ulang ditempat pakai atau ditempatkan terkumpulnya UTTP,
selain biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dikenakan biaya pengganti yang
meliputi biaya perjalanan’ pegawai yang bertugas, jasa teknis dan biaya pengangkatan
peralatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan Walikota.

BAB WV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemenntah Kota yang
menganut pnnsip kemersial yang meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan
secara optimal;

b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota belum disediakan secara mamadai oleh pihak swasta.

Pasal4b............covvimerennniens

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka -25-



16/41824.pdf

Pasai 48
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Reftribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa;

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan QOtahraga;

¢. Retribusi Terminat;

d. Retribusi Rumah Potong Hewan,;

e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Strukiur dan
Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 49

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan-berorientasi pada harga
pasar.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 50
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kcta Lubuklinggau.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dipungut atas pelayanan tempat
Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa

Pasal 52
{1) Objek Retribusi Tempat Pernginapar/ Pesanggrahan dan Villa sebagaimana dimaksud pada

pasal 48 huruf a adalah pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Vila yang
disediakan, dimiliki dar/atau dikelola oieh Pemenntah Kota.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/\illa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah,
BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Viila milik Pemerintah Kota,

Paragraf 2
Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, tipe, dan waktu yang
digunakan.

Paragraf 3. e,
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Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 55
No | Tempat Penginapan Mess Besarnya Tarif L Keterangan;‘
Mess Pemkot di Palembang . Pejabat dan PNS
- Kamar VIP Rp. 150.000,-
~ Kamar Standar Rp.100.000,-
- Extra Bed Rp. 25.000,-
b Umum Perkamar/hari
- Kamar VIP Rp. 150.000 -
Kamar Standar Rp. 80.000,-
J ~ Extra Bed Rp. 25.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi,
pariwiszta dan olahraga.

Pasal 57

{1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf b
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan clahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi Tempat ‘Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan
tempat rekreasi, wisata dan olahraga.

Paragraf 3
Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 60
{1} Tarif digclongkan berdasarkan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No | Jenis Fasilitas Jenis Pelayanan Golongan Taril Tarif (Rp}
1 Tempat
Rekreasi/ Masuk Tempat Rekreasi
pawisata Pengunjung
1. Watetvang 1. Pengunjung/orang a. Dewasa 1.000,-forang
2. Air Terjun b. Anak-anak 500.-/orang
Temam
3. Bukit Sulap | 2. Kendaraan a. Bus 15.000.-
b. Mini Bus 10.000,-
l_ l c. Otolel, jeep, sedang & sejenisnya 5.000;_‘

d Kendaraan.........c..ccoceeeeecvvinin
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3.

4

5.

Setiap orang atau
Barang & Badan
Usaha yang menjalan
kan usaha dalam
kawasan obyek
wisat/rekreasi

Water Closet

Parkir kendaraan

1]

oo oW

cOoTe oo

. Kendaraan bermotor roda dua
. Kendaraan tidak bermotor

. Pemakaian lokasi tempat jualan
. Pedagang Keliling

. Usaha foto keliling

. Usaha jasa lainnya

. Buang Air Besar
. Buang Air Kecil

Bus
Mini Bus

. Otolet, jeep, sedang & sejenisnya
. Kendaraan bermgotor roda dua

2.000.-
1.000.-

3.000.-
3.000.-
3.000.-
3.000.-

1.000.-
5.00.-

5.000,-
3.000,-
2.000,-
1.000.-

Bagian Keenam
Retribusi Terminai

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasat 62

(1) Objek retribusi Terminal Sebagaimana dimaksud pada FPasal 48 huruf ¢ adalah penyediaan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan
fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang-disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah

kota.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah terminal yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikeloia oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 63

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh peiayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tinggkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jumlah frekuensi dan jangka
waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Jenis Pelayanan

Jenis Kendaraan / Ukuran

Tarif

barang

¢. Bus Kecil
d. Bus Besar

Kendaraan
Penyediaan Fasilitas dan Tempat | Angkutan Kota
Parkir Kendaraan Penumpang, a. Otolet Rp. 500,- / sekali masuk
Urnum dan Bis Umum serta mobil b. Taxi Rp. 750,- / sekali masuk

Rp. 1.000,- / sekali masuk
Rp. 1.500,- / sekali masuk
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Angkutan Antar Kota
a. Bus Kecil Rp. 2000.- / sekali masuk
b. Bus Sedang Rp. 2500,- / sekali masuk
¢. Bus Besar Rp. 3000,- / sekali masuk
Angkutan Barang:
8. Pick Up.covoeorsseeecerceine
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a. Pick Up Rp. 1500,- / sekali masuk
b. Mobit barang non pick up  Rp. 5000,.- / sekali masuk
c. Trailer dan mobil gandeng Rp. 8500 -/ sekali masuk

Pemakaian fasilitas Lainnya Kendaraan Pengantar Rp. 2.000 -/sekali masuk
Pemakaian Kamar Mandi/ WC a. Mandi Rp. 2.000.-/sekali masuk
b. Buang Air Kecil Rp. 1.000,-/sekali masuk
c. Buang Air Besar Rp. 2.000,- /sekali masuk
d. Pengambilan Air Pikul Rp. 1.000,- /sekali masuk

Bagian Keketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Refribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi.atas pelayanan penyediaan
fasilitas Rumah Potong Hewan Temnak.

Pasal 67

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf d adalan
pelayanan Penyediaan fasiliias Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Kota.

{2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyediaan
fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah,
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Cara mengukur tinggkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, jumiah pelayanan
Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Reiribusi
Pasal 70
| No Jenis Pelayanan Objek Pelayanan Tarif (Rp)
1. | Pemakaian kandang - Sapi/kerbawkuda/ 45.000 / hari / ekor

— kambing/domba/Babi | 20.000 / hari / ekor

2. | Pemakaian tempat pemotongan — Sapi/kerbau/kuda/ 30.000 / hari / ekor
—  kambing/domba/babi | 10.000 / hari / ekor

3. | Pemakaian Kandang dan RPU (Rumah | . Avam  itik 250 / ekor
Potong Unggas)

Bagian.........occoccvecennnnnn.
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Bagian Kedelapan
Relnbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan hasil
produksi usaha Pemerintah Kota.

Pasal 72

(1} Objek Retribusi Pepjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 48
huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjuaian
produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 73

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah crang pribadi atau Badan yang
menggunakan penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, jumiah dan tipe
produkst usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur danBesarnya Tarif Retribusi
Pasal 75
A. BENIH IKAN
NO JENIS IKAN UKURAN Besarnya | o iian
Tarif (Rp)

1 ixan Mas 8—-12Cm 600,- Per Skor
5-8Cm 300,- Per Ekor
3—-5Cm 200,- Per Ekor
2—3Cm 100,- Per Ekor

2 Ikan Nila

* Nila Gifs 5-8Cm 200,- Per Ekor
3-5Cm 100,- Per Ekor
2-3Cm 50,- Per Ekor

* Nila Gesit 5-8Cm 200.- Per Ekor
3—-5Cm 100.- Per Ekor
2-3Cm 50,- Per Ekor

* Nilai Nirwana 5-8Cm 200.- Per Ekor
3-5Cm 100,- Per Exor
2-~-3Cm 50,- Per Ekor

3 lkan Patin 1inci/2 % Cm 200,- Per Ekor

1% Inci /3,5 Cm 300,- Per Ekor
2Inci/5Cm 400,- Per Ekor

4 lkan Lele Dumbo 4Cm 100.,- Per £kor

5Cm 150,- Per Ekor
6 Cm 200,- Per Exor

5 Gurame 2% Cm 700,.- Per Ekor
34 Cm 1.000,- Per Ekor

5cm 1.500,- Per Ekor
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6 lkan Tewes 2~3Cm 50,- Per Ekor
3-5Cm 100,- Per Ekor
7 Ikan Baung 4Cm 700,- Per Ekor
5Cm 1.000,- Per Ekor
1.500,- Per Ekor
8 ikan Tembakan 2% Cm 50.- Per Ekor
4 Cm 10G.- Per Ekor

BAB IV

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Ohbjek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

Objek Refribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah kota
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 77
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
a. Retribusi 1zin Gangguan;
b. Retribusi |zin Trayek.
¢. Retnbusi lzin Usaha Perikanan.
Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retnbusi Prizinan Tertentu

Pasal 78

(1) Prinsip dan sasaran dalam .penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembenan izin yang
bersangkutan.

{2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penertiban dokumen.izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 79
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Lubuklinggau.

Bagian Keempat
Retribusi 1zin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 80
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan.

(1) Objek Refribusi lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf a adalah
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memefihara ketertiban fingkungan dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan Kkerja.

(2) Termasuk..........cooeeveeevceerieinin
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f21 Sedap peiakuy ussha wajib mengajukan permchonzn perubahen irn dalam hat
Mmelakuia percoghan vang Bordamoak pada peningkaian gangguan do sebelumnya
sehagai akibat dari :
a. Perubahan saratia asals
t  Penambahan kapasitas usatia
c. Periuasan lzhan dan bangucarn asehz, 437 /8800
¢ Parubahan waktu dan durasi operasi usaha

Ragiatan usaha berhent seiama & Daian Temrat-torut

{3} Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ma..g disekitar lokas: usshanyz sefeiad
diterbitkan izip, pelaku usaha tdak wajib mengajukan permohonan perubahan zin.

{4} Dalam hal kewajibap sebagaimanz dimaksud pada surst izin gangguan [HO] tdak
dipenuhi olen pelaku usaha, peinerintah Kota dapat mencabut lzin {saha

57 Dalam hal izin gangguan berakhir karens dicabut atau dibatalkan Waiikota, pemegang

[
izin wajib mengganti sefuruh kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh uszha
tersebut.
Paragraf 2
lzin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 84
{i} Apabila izin gamgguan mengunakan alat-alat kerja berupa uap . air gas dan mower
nenggemklainnya. dﬂtenakan Tetribusi tambahan sebagal be"‘!kLt
No Luzs ruang tempat wsaba . Tarif{Rp; .  Keterangan
Rt e . _ R
1 s/d10PK — : 50.000,- - ..
. 2. 10 PK sampai 25 PK o ; 100.000 -
3. 1 25 PK sampai 50 PK 150.000.-
4. : 50 PK sampai 100 PR 200.000,-
& 7 100 PK sampai 150 PK : 250.000,-
6. ' 150-PKsampal 200 PK { 350.000.-

200 PX heatas \ 3.000,-/PX

{2} Besarnya reivibesd yaog terutang dibitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pasal 84 ayat (2] dengan tmghat penggunaan jasa sebagaifpzna dimaksud
pada Pasal 82 ayat (1]

Bagian k=lim
Retribusi lzin Trayek

Paragraf 1
Namaz, Objek dan subjek retribus

Pasal 85
Dengan nama Retribusi kzin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izic wayek
) Pasal 86 ‘
Objek Retribusi lzin Trayex scbagaimana dimaksnd peda pasal 77 huruf b adalah

pemberian jzin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkuizn
nenumMDang wnum pada suatu atau beberaps trayek fermentu.
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Pasai 87

Subjek Retribusi Izin Trayek adatah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari
Pemerintah Kota

Paragrafl 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang
diberikan.
ol en OE 9 . T . cma e iwws
Paragraf 3
lzin, Sruktur dan Besarnya Tanf Retribusi

Pasal 89

(1) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kota Lubuklinggau harus mempunyati izin
Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari Walikola atau pejabat yang
ditunjuk.

(2) 1zin trayek diberikan untuk jangka wakiu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila
memenuhi syarat yang ditentukan.

(3) Permohonan perpanjangan lzin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
izin berakhir.

(4) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum
yang telah mempunyai lzin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.

(5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun dan dapat dimiliki iagi bita memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 90

(1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 1zin Trayek adalah sebagai berikut:

a. Mobil penumpang umum, dengan daya angkut s/d B tempat duduk Rp. 100.000-/
kendaraan/izin;

b. Mobil bus kecii, dengan daya angkut 9 s/d 17 tempat duduk Rp. 150.000,-/ kendaraan/izin,

c. Mobil bus sedang, dengan daya angkut diatas 18 s/d 28 tempat duduk Rp. 175.000,-/
kendaraan/izin;

d. Mobil bus besar, dengan daya angkut diatas 28 tempat duduk Rp. 250.000,-/ kendaraan/izin,
(2) Biaya Penerbitan kartu pengawasan sebesar 25 % dari ketentuan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keenam

Retribusi lzin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Rteribusi

Pasal 91

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya atas pemberian izin oleh Pemerintah
Kota.

Pasal 92,
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Pasal 92

(1) Objek retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf ¢ adalah
pemberiant izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melalkukan kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan adatah Surat izin Usaha Perikanan (SIUP).

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} adalah usaha/kegiatan
di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan
di sekior perikanan.

Pasal 53

Subjekedsigusiadalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari
Pemerintah Kota.
Paragraf 2
Ketentuan Izin Usaha Perkanan

Pasal 94

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan
meriliki 1zin Usaha Perikanan {IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.

{2} Jenis Izin Usaha Perikanan (IUP) yaitu Usaha Pernbudidayaan lkan.
Pasal 95

(1) lzin Usaha Perikanan (JUP) sebagaimana dimaksud-dengan Pasal 94 ayat (1) dikeluarkan
oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Usaha Perikanan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada izin tertulis dari pemberi izin.
Pasal 96

Usaha Penkanan yang wajib memiliki izin.usaha adalah:

Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang, luas lahan 2 5.000 M2
Usaha Budidaya lkan di kolam airderas, luas 2 100 M2

Permbenihan ikan kapasitas produksiz 200.000,- ekor setiap tahun.
Usaha kolam pancing dengan luas areal = 1.000 M2

Usaha pengumpul dan peniualan hasil perikanan.

Usaha pengolahan hasil penkanan.

Do AW

Paragraf 3
Tata Cara Memperoleh {zin, Pemberian lzin dan Pencabutan tzin

Pasal 97

(1) 'Jsaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) untuk meperaleh izin usaha
harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

(1) lzin usaha dapat dicabut apabila pemegang izin usaha:

a. Melakukan perluzsan usaha tanpa persetujuan tertulis dan pemberi izin.

b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3(Tiga) kali berturut-turut atau dengan
sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.

¢. Menggunakan dokumen pasiu.

d. Selama 1 (satu) tabun sejak iUP dikeluarkan tidak melaksankan kegiatan usahanya.

e. Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

f. Tidak mendaftar ulang izin usahanya setiap 1 (satu) tahun.

{2) Pencabutan.............. [RUTUS
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Pencabutan izin usaha sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan
Walikota atau pejabat ditunjuk disertai dengan penutupan usaha pemegang izin dan
dilaksankan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu setelah diberi peringalan sebanyak 3 (liga) kali berturut-turut
dalam tenggang wakiu selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 99

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha yang dilakukan dalam rangka
pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

(1

(2)

(1
(2)
)
{4)

)

(1)

(2)

(3)

)

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

Besamya tarif retribusi untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut:
a. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang Rp. 75.000,- / izin
b. Usaha Budidaya kan di kolam air deras Rp. 150.000,- / izin

Surat izin Usaha Perikanan berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasat 101
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen {ain yang dipersamakar:.

Bokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
karcis, kupon dan kartu langganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB Vi
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 102

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat dibedi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan,

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 103

Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran.
(2} Pelaksanaan................ccoceeeeeeen.
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Petaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh} hari setelah jatuh tempo pembayaran
dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.

Dalam jangka 7 (tujuh} dan setelah tanggal surat teqguran atau peringatan atau surat lainnya
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)
dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

BAB VIl
PENGAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 104
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali ‘apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kedaluwarsa penagthan retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terfangguh apabita:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan swratl teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hunsf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara. fangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum
melunasinya kepada Pemerintah-Kota.
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dani pengajuan permohonan agsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatar oleh Wajib Retribusi.

Pasai 105

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dibhapuskan.

Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa
sebagaiman dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB IX
PEMANFAATAN

Pasal 106

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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BAB X
KEBERATAN

Pasat 107

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara teriulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling tama 3 {tiga) butan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Waijib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retrnibusi.

Pasal 108

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggai Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum
bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
menenma seluruhnya atau sebagian, menclak, atau menambah besamya Retribusi vang
tenutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan \Walikota tidak
memben suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 109

Atas kelebthan pembayaran Retribusi, Waijib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walkota
tidak memberkan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terfebih
dahulu Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 110,
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Pasal 110

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara teriulis kepada
Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan:

b. Nama alamat waijib retribusi.

¢. Masa retribusi.

d. Besar kelebihan pembayaran.

e. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti
saat permochonan ditenma Walikota.

Pasal 111

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan retribusi.

Apabitan kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan
bukuan dan bukli pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XlI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 112
Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.

Pengurangan, kennganan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dengan memperhatikan kemamipuan wajib retribusi, antara lamn lembaga sosial,
dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.

Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

BAB XUl
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 113

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRO.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat
teguran.

BAB Xiv
PENYIDIKAN

Pasal 113

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

8, MEeNEMTME. .....coeeocveiiriesrmeeeeaens
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a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneiiti, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebus;

f.  meminta bantuan tenaga ahli datam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa identitas orang., benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
i- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasii penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabal Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 114
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak
3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penenmaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beflaku, retribusi yang masih terutang berdacarkan
Peraturan daerah tentang retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan
Jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, sepanjang lidak diatur
dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka wakiu 5 {lima)
tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116
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Pada saat peraturan Daerah ini muiai berlaku maka:

1.

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retrnbusi Gangguan
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 01)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 42 Tahun 2003 tentang Retnbusi Terminai
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 07)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek
{Lembaran Daerah Kota Lubukiinggau Tahun 2003 Nomor 08)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2003 tentang Retribusi Penguiian
Kendaraan Bermotor {Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 09)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pengusahaan dan
Retribusi Atas 1zin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umurn {Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2004 Nomor 08}

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retnbusi Parkir di Tepi
Jalan Umum (LL.embaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 09)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggay Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 13}

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 3)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran {l.embaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 13)

Dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mutai berlaku pada tanggal'diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2011

WALIKOTA LUBUKLINGGAL,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

LLEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 NOMOR

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka - 41-



NOTULEN UJIAN SIDANG TAPM MAP
Ruang Sidang UPBJJ-UT PALEMBANG

Jum’at, 12 Juni 2015
Pukul: 09.20 - 11.20

Nama Mahasiswa : Hendro Purnomo
NIM 500045805

16/41824.pdf

Judul TAPM - Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Teniang izin Gangguan (Studi

Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau}
Pembimbing 1 : Dr. Andy Alfatih
Pembimbing 2 : Dr. Sugilar

Penguiji Ahli - Dr. Hasniaty

Ketua Komisi - Dr. Sri Listyarini

Sekretaris Komisi : Steven Anthony, M.Si

Presentasi - Maks. .. menit

| No. Pertanyaan Tanggapan

1. 1 Dr. Hasniaty

; | - Apaisi dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011

. Tentang Izin Gangguan? Intinya saja.

: - Ada 4 isu yang berkembang, isu bukan masaiah. Kenapa
? anda ingin meneliti isu?

- Apalandasan anda untuk meneliti?

i - Anda tidak dapat mejadikan isu sebaga: sumber tunggal
suatu permasalahan, haruslah didukung data agar

sebelumnya, jangan “liar" dalam menentukan penelitian. :
- BAB 2 sama persis dengan pak Firmanto:-Bahaya jika 2
| “terduga’ plagiarisme. Ubah, jangan sama persis. Selikung |
penulis berbeda-beda tak mungkinisama.
- Tabel tidak boleh terpatong.
I - Apayang saudara maksud.dengan data sekunder (hal. 45)7
bagaimana cara memperclehnya”?

i - Data sekunder lampirkan pada TAPM. Gambaran umum
! anda dapatdarimana? Jangan yang tidak penting
dimasukkan. Harusnya anda masukkan data tentang

! kantornya (yang diteliti).

' Data primer harus didukung data sekunder.

| - Metode penelitian jangan hanya penjelasan konsep. tapi
| gambaran dari apa yang anda lakukan dalam penelitian
tersebut.

Pembimbing dan promotor berbeda. Kenapa pada halaman
48 anda tulis promotor? Kalau mengutip ada caranya, bukan
i dikutip semuanya, itu bias digolongkan plagiarisme.

Pada halaman 74, apakah itu bukan pedoman wawancara?

permasalahan menjadi jelas. Bias juga rujukan dari penefitian -

% Padahal pada halaman 4€ anda menyebutkan tidak memakai

|zin'gangguan adaiah kendali
yang-digunakan pemerintah
untuk mengendalikan gangguan
yang diakibatkan oleh usaha
yang dilakukan pelaku usaha.
Jsu merupakan lzndasan saya
tertarik terhadap penelitian ini
4 isu tadi bu. Selain retribusi
sebagal PAD.

Saya ambil dari buku yg sama
bu. Baik, akan saya ubah bu.

Laporan?2, parnflet?, adalah
merupakan data sekunder,
Caranya dg wawancara, difihat
dari pengamatan langsung.
Fokus ke wawancara mendalam.
Baik bu, akan saya perbaiki.

Saya mengutip bu.

lya bu.
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| No. | Pertanyaan Tanggapan

: pedoman wawancara?
| - Kesimpulan jadi persis sama dengan latar belakang. Apa - Baik akan saya bedakan bu.
; bisa seperti itu? Pasti berbeda.

| 2. | Dr. Andy Alfatih
- Kamu menterjemahkan abstrak dari google translate? - lya pak, akan saya perbaiki.
i Salah total.

3 - Alur melenceng dari teori. Jangan salah menerjemahkan
' teori.

Indikator jangan terlalu mengersucut, karena pertanyaan
anda belum toleh menyimpulkan sesuatu. Pertanyaan itu
akan menghasilkan data.

Data eksploratif

|3, 1 Dr. Sri Listyarini

- Anda harus yakin dengan wawancara anda, dengan proses | - Saya ambil dari profil kota
triangulasi data. Lubuklinggau.
Dikhawatirkan akan terjadi copy paste (plagiat). Pada bab
3. Sama persis dengan pak Firmanto.
Isu, gosip, opini pribadi tidak bisa dijadikan penelitian.
Harus ada referensi. Kalau tak berdasar, dikhawatirkan
copy paste.

8. ! Dr. Sugilar, M.Pd

; a. Dimana posisi penelitian anda dalan konstelasi itmu i a. Didinas, kemudian dari teori-teor
% administrast public? Hubungannya dengan iimu tersebut,
administrasi? b.  Saya juga mewawancara
b. Bagaimana memvalidasi dataZ yang diperoleh pengusana, bukan dari pihak
dilapangan? Agar tidak subyektif? pemerintah saja.

. Struklur penulisan diperbaiki, cara mengutip juga.

Notulis

Steven Anthony, S1.P. M.Si
NIP. 18830104 200812 1 003
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B. PERTANYAAN DARI PEMBIMBING II UNTUK UJIAN SIDANG
INOT- TPERTANYAAN |

1. | Tolong dijelaskan kedudukan peﬁéliﬁan Anaé dalam konstelasi pehge-fal;ﬁan'
ilmu adminijstrasi.

|
i 2. | Bagaimana upaya Anda dalam penelitian ini untuk mevalidasi data yang
' diperoleh di lapangan?

C. CATATAN DAN SARAN DARI PEMBIMBING 11

i Mohon diikuti pedomana penulisan TAPM PPs UT, antara lain; struktur penulisan, cara

pengutipan. Misalnya, kapan mengutip dengan mencantumkan halaman dan kapan tidak

mencantumkannya.

Tanggal Ujian :Jum'at, 12 Juni 20135

Nama Penilai . Dr. Sugilar, M.P4

Tanda Tangan Penilai @ ..o
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